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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki jenis budaya seni, sastra, etnis, serta keanekaragaman 

suku bangsa yang luas, dan mempunyai kemampuan Hak Kekayaan Intelektual. 

Seluruh kekayaan ini merupakan hak kita, serta tiap orang wajib melindungi serta 

memelihara hak tersebut. Pertumbuhan industri, perdagangan serta investasi begitu 

pesat sehingga menuntut perlindungan yang lebih kokoh untuk pemegang hak 

ataupun pencipta. Aspek hukum untuk melindungi hak asasi manusia merupakan 

hukum kekayaan intelektual. Sistem perlindungan yang tepat diperlukan untuk 

perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual.  

Banyak negara di dunia yang semakin mengkhawatirkan perlindungan 

hukum atas Hak Kekayaan Intelektual, khususnya negara maju seperti Amerika 

Serikat dan Jepang yang berkepentingan untuk melindungi hasil ekspornya, 

khususnya produk industri kreatif berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual1 dari 

data ekspor Amerika Serikat tampak bahwa industri berbasis Hak Cipta telah 

berhasil menduduki peringkat pertama, mengalahkan ekspor produk kimia, 

otomotif, pertanian, peralatan dan komponen elektronik, manufaktur pesawat udara, 

dan lain-lain. 

Saat ini, perkembangan teknologi yang pesat membawa banyak kemudahan 

terhadap manusia. Apabila dahulu manusia hanya megenal mesin ketik sebagai alat 

untuk menulis, maka cara seperti ini dipandang tidak efisien lagi setelah 

                                                             
1Iswi’Hariyani,’2010.’Prosedur’Mengurus’HAKI’Hak’Atas’Kekayaan’Inrelektual’yang’Benar

’ Yogyakarta:’Pustaka’Yustisia.’Hal 13 
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ditemukannya komputer. Informasi yang didapat oleh manusia pun akan lebih 

mudah dan sangat beragam. Bahkan teknologi bisa dikatakan sebagai salah satu 

kebutuhan dasar manusia saat ini. 

Dengan berkembangnya zaman, komputer digunakan oleh manusia untuk 

menangani pemecahan masalah. Oleh karena itu, komputer bukanlah alat untuk 

memecahkan masalah, melainkan alat untuk mengatasi masalah. Dari dulu hingga 

sekarang komputer telah banyak mengalami perubahan dan perbaikan bentuk dan 

fungsi. Komputer menjalankan beberapa program, dan program ini disebut sistem 

operasi atau operating system, tanpa sistem operasi, komputer hanyalah sebuah 

objek tanpa nilai tambah bagi manusia. Program komputer diklasifikasikan sebagai 

perangkat lunak atau bagian dari komputer yang tidak terlihat tetapi dapat 

digunakan2 

Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya adalah hak untuk melakukan 

suatu yang diatur oleh standar atau Undang-Undang. Hak Kekayaan Intelektual 

adalah  hasil dari bagaimana otak manusia mengolah ide menjadi karya seni, 

desain, dan penemuan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Hasil olah otak tersebut dijadikan sebagai intelektualitas. Hak 

Kekayaan Intelektual sifatnya eksklusif (khusus) dan dimilik oleh pencipta maupun 

penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreativiitas sifatnya khas dan 

baru. Hak pencipta dapat diciptakan oleh siapa saja yang menciptakan karya seni 

dan sastra3 

                                                             
2Agung Setiawan, 2005. Pengantar Sistem Komputer, Informatika. Bandung, hal 1 
3Hariyani, Op. Cit., hal. 16 
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Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta Pasal 1 Ayat 

(1) menjelaskan “Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip  deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”4 Dalam penjelasannya dijelaskan, Hak Cipta yang dimiliki seseorang 

yang memiliki suatu pemikiran gagasan atau karya ciptaan telah berwujud maka 

sendirinya akan diakui sebagai hak eksklusif pencipta tanpa harus mencatatkannya 

terlebih dahulu ke Ditjen HKI, meskipun pencatatan juga dapat dilakukan untuk 

memperkuat stastus hukum ciptaan. 

Pengaturan tentang Hak Kekyaan Intelektual bukanlah hal yang baru 

dikenal dalam sistem perundang-undangan. Hak Kekayaan Intelektual dibagi 

menjadi dua bagian, yang didalamnya mencakup hak terkait tentang Hak Cipta, 

yang kedua adalah Hak Kekayaan Industri, yang mencakup Paten, Merek, Desain 

Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Terpadu, Penanggulangan Praktek 

Persaingan.  

Perlindungan Hak Cipta secara hukum tujuannya agar masyarakat yang 

mempunyai kapasitas intelektual kreativitas untuk tetap semangat terhadap gagasan 

agar  menciptakan karya cipta sebanyak-banyaknya yang bermanfaat untuk 

kemajuan bangsa, karena Undang-Undang Hak Cipta mengikuti aturan jika ciptaan 

diakui dengan publikasi pertamanya, tidak dengan pendaftaran pertamanya.5 

Perlindungan Hak Cipta, telah ditunjukkan untuk melindungi tidak hanya 

ciptaan individu, terbukti tidak hanya untuk melindungi ciptaan setiap individu, 

                                                             
4Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
5Hariyani, Op. Cit., Hal. 46 
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namun pula diperuntukan buat melindungi seluruh ciptaan yang terkategori ke 

dalam produk’budaya’bangsa.’Undang-Undang’Hak’Cipta’mengemukakan negara 

memiliki Hak Cipta terhadap prasejarah, sejarah, aset serta benda budaya nasional 

lain. Ceritera, dongeng, hikayat, legenda, tarian, kerajinan tangan, kaligrafi, 

koreorafi yang dimiliki bersama oleh negara serta hasil kebudayaan rakyat.6 

Maraknya globalisasi di bidang ekonomi, sosial merupakan salah satu 

perkembangan menarik yang menjadi perhatian selama sepuluh tahun terakhir dan 

akan terus berlanjut pada bidang kehidupan lain. Dibidang bisnis, hal ini pada 

dasarnya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi transportasi yang 

menyebabkan peningkatan pesat dalam kegiatan sektor ini bahkan sudah 

menjadikan dunia sebagai pasar internal bersama. Jika fakta dan kecenderungan ini 

diperhatikan, maka wajar jika ada tuntutan aturan dalam kerangka perlindungan 

hukum yang memuaskan. Selain itu, negara lain akan bergantung pada aktivitas 

serta produk ekonomi yang hasilnya didasarkan pada kemampuan intelektual 

manusia, seperti karya seni dan kerajinan yang dilindungi Hak Cipta.7 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu 

variabel dalam Undang-Undang Hak Cipta ini dari segi teknologi, serta memiliki 

kedudukan yang strategis dalam perkembangan Hak Cipta, namun digunakan juga  

untuk melanggar hukum dalam pengaturan ini. Pengaturan yang sepadan perlu 

dibutuhkan untuk bisa memaksimalkan fungsi positif serta meminimalkan efek 

negatifnya.8 

                                                             
6Ibid., hal 46-47 
7http://www.public.hki.go.id:HKI diakses pada tanggal 10 januari 2022 03:55  
8Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penjelasan Umum 

http://www.public.hki.go.id:HKI
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Sejak beberapa dekade fenomena pembajakan yang terjadi di lingkungan 

penguna media sosial, pembajakan software yang di kalukan memalui berbagai 

perangkat media di antaranya Disket, CD maupun dillakukan secara langsung 

melalui prangkat yang sama.  

Seiring berjalannya ilmu pengetahuan teknologi informasi, perlindungan 

Hak Cipta terkhusus nya produk digital tidak lah sangat mudah untuk di lakukan, 

dengan begituh canggihnya teknologi saat ini membuka pelungan penyalahgunaan 

Hak Cipta yang meliputi yaitu seperti pemasangan website atau pun situs internet. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, selanjutnya disebut Undang-

Undang Hak Cipta. Hak atas benda, atau hasil karya cipta pencipta itulah yang 

dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, bukan benda yang merupakan 

perwujudan dari hak tersebut. Tujuan Perlindungan Hak Cipta adalah memberikan 

kepastian hukum kepada pencipta atau pemegang hak. Undang-Undang Hak Cipta 

melindungi hak eksklusif hak moral pelaku, serta hak ekonomi prosedur fonogram 

dan hak ekonomi lembaga penyiaran.  

Oleh karena itu, penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta sering dikenal 

dengan pesmbajakan karya cipta. Undang-Undang Hak Cipta melarang pembajakan 

dengan cara yang sama contohnya seperti melarang buku dan rekaman. Dilihat dari 

ketentuan Undang-Undang Hak Cipta lebih sempurna karena memuat ketentuan 

pidana seperti denda, yang dimaksudkan untuk mencegah pembajakan. Akan tetapi, 

aktivitas pembajakan terus berlanjut.  Penegakan hukum yang belum memadai dari 
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aparat mengakibatkan perkembangan saat ini yang mengarah pada pembajakan 

karya cipta.9 

Seiring dengan begitu bebasnya serta maraknya pengguna internet banyak 

penggunanya yang cenderung menyalah gunakan fungsi dan arti sebenarnya dari 

jaringan internet yang diberikan kebebasan oleh internet. Seharusnya digunakan 

sebagai sumber infomasi, tetapi malah digunakan untuk melakukan tidak kejahatan 

yang salah satunya yaitu pembajakan terhadap Hak cipta software merupakan 

tindakan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pemegang software 

tersebut.  

Pelanggaran Hak Cipta berakibat timbulnya sanksi hukum, berupa perdata 

melalui tuntutan ganti rugi ataupun pidana melalui penjara dan denda. Hal ini 

terjadi akibat adanya pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak Hak 

Cipta.10 

Begitu banyaknya penggunan teknologi secara tidak langsung juga 

membawa dampak negative terhadap hasil karya cipta khususnya karya karya 

intektual berupa program computer atau software. Selain itu, teknologi memiliki 

potensi untuk meningkatkan kehidupan manusia, namun oknum yang tidak 

bertanggung jawab sering menyalahgunakannya untuk keuntungan finansial 

melalui pembajakan software karya orang lain.  

 Adanya kasus pelanggaran Hak Cipta ini karena disebabkan kurangnya 

pemahaman  masyarakat sehingga dengan mudah memperoleh keuntungan dengan 

cara membajak program komputer. Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan karena 

                                                             
9Wihadi Wiyanto. 2002. Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan. Hal 318 
10Prayudi Setiadharma. 2010. Mari Mengenal HKI, Jakarta: Goodfaith Production. Hal 61 
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mengingat tidak menguntungkan terhadap pencipta serta mengurangi keuntungan 

seseorang didalam membuat hasil karya pencipta. 

 Sesuai dengan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakuan 

penelitian dan menuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Pemegang Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Di Tinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan 

sebagai berikut :   

1. Bagaimana Bentuk PengaturanPembajakan Software Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta 

dari Kejahatan Pembajakan Software Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Bentuk Pengaturan Pembajakan Software  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

2. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak 

Cipta dari Kejahatan Pembajakan Software Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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1.2 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan dan menambah pengembagan ilmu pengetahuhan yang 

telah penulis peroleh dibangku kuliah. Juga sebagai salah satu syarat 

untuk mencapai gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Ichsan Gorontalo. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk 

memecahkan masalah-masalah yang timbul. Khususnya masalah yang 

berhubungan dengan Hak Cipta. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hak Kekayaan Intelektual 

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak khusus “eksklusif” yang dimilik oleh 

seorang pencipta atau penemu sebagai hasil pemikiran kreatifnya yang orisinil. 

Karya intelektual tersebut bisa berupa karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni serta penemuan di bidang teknologi. Dengan mengorbankan tenaga, waktu 

perasaan, dan hati nurani, maka karya manusia di bidang kekayaan intelektual dapat 

dihasilkan. kekayaan intelektual berhak jika kemampuan intelektual seseorang 

menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan dalam 

praktis11 

Beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual dapat kita ketahui sebagai 

berikut: 

1) Hak eksklusif yang diberikan Pemerintah terhadap penemu atau pencipta 

pendesain terhadap hasil karya cipta yang dihasilkan adalah pengertian hak 

kekayaan intelektual 

2) Hak untuk memperbanyak suatu ciptaan untuk waktu tertentu, baik sendiri 

maupun dengan lisensi, dikenal sebagai hak eksklusif.12 

  Jadi, Hak atas Kekayaan Intelektual menekankan pada kekayaan yang 

berasal dari kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian, Hak kekayaan 

                                                             
11Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah.2014. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan 

Praktiknya di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal 17.  
12Arif Fitrawan. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas 

Hak Cipta Karya Lagu. Makassar : Universitas Hasanudin. Hal 19. 
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Intelektual dapat dipahami sebagai hak atas kekayaan yang dihasilkan oleh 

kemampuan intelektual manusia13 

  Para ahli memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:14 

1) Adanya hak eksklusif menurut hukum, 

2) Hubungan antara hak ini dengan usaha manusia yang didasarkan pada 

kemampuan intelektual, 

3) Nilai kemampuan intelektual terhadap ekonomi. 

  Pada dasarnya, Hak Cipta adalah bagian dari Kekayaan Intelektual yang 

meliputi ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.15 

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 

Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri umumnya dua kategori utama dari 

Hak Kekayaan Intelektual. Bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni dilindungi 

oleh Hak Cipta, sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi bidang teknologi. 

Istilah “pencipta” dan “penemu” dikenal. Hak Cipta menggunakan Istilah 

“pencipta” sedangkan Hak Kekayaan Industri lebih spesifik menggunakan istilah 

“penemu”.16 

HKI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri termasuk sebagai berikut:17 

a) Paten dan Paten Sederhana 

b) Merek/Merek Dagang (Trade Mark) dan Indikasi Geografis 

c) Desain Industri (Industrial Design) 

d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

                                                             
13Ibid. 
14Ibid., hal 20. 
15https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta diakses tanggal 22 Januari 2022 pukul 21:55 
16Hariyani. Op.Cit., hal 17. 
17Ibid.,hal.18. 

https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta
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e) Rahasia Dagang (Trade Secret) 

f) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

Hak Kekayaan Industri hanya digunakan untuk invensi di bidang teknologi, 

terutama untuk teknologi yang bermanfaat bagi seluruh industri, diantaranya 

industri pertanian. Penemuan teknologi hak milik industri baru berupa proses atau 

produk.18 

2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta 

2.2.1 Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta 

 Sejak J.Gutenberg menemukan mesin cetak di Eropa pada pertengahan abad 

ke-15, gagasan perlindungan Hak Cipta berkempang pesat sepanjang sejarah. Hal 

ini muncul adanya mesin cetak terutama karya tulis dengan mudahnya di perbanyak 

secara mekanis. Inilah penyebab munculnya copyright19 

 Pada awalnya di Inggris istilah “copyright” di gunakan untuk melindungi 

penerbit dari penyalinan buku-buku mereka oleh orang yang tidak berwenang. 

Tujuan perlindungan adalah untuk menjamin investasi penerbit dalam membiayai 

pencetakkan suatu karya20 

 Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Hak Cipta telah telah mengalami 

beberapa kali perubahan secara tidak langsung menegaskan penetapan mengenai 

Hak Cipta di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran  singkat tentang 

perkembangan dan sejarah hukum Hak Cipta Indonesia: 

                                                             
18Ibid.  
19Yusran Isnaini. 2009. Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space. Bogor: Ghalia 

Indonesia. Hal 8. 
20Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah. Op.Cit., hal 48.  
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1. Masa Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia 

Pada tahun 1912, Auteurswet berakhir. Sebagai daerah penjajahan kerajaan 

Belanda Selama 3,5 abad, posisi Indonesia dalam hubungan internasional dan 

tatanan hukum negara ditentukan oleh kenyataan bahwa telah bergantung 

sepenuhnya pada kerajaan Belanda. A.W. 1992 (Stefan 23 September 1912, 

Staatblad 1912-600), dan awal berlakunya pada tanggal 23 September 1912, adalah 

hukum Hak Cipta positif yang diberlakukan di Indonesia pada masa penjajahan 

kerajaan Belanda. 

Dideklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang juga 

secara resmi mengakhiri hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia pada tahun 1945 aturan pertahanan serta aturan lainnya. Oleh karena itu, 

ketika Konstitusi RIS dan pasal 142 diundangkan, A.W. peraturan peralihan yang 

terkandung dalam ketiga Konstitusi Indonesia saat ini disahkan pada tahun 1950 

dan 1912. Sekalipun merupakan produk hukum pemerintah Belanda, peraturan 

tersebut tetap berlaku. Pada tahun 1912, A.W. masih menjadi Undang-Undang yang 

dikukuhkan secara hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia21 

2. Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 

Tahun 1982 

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan A.W. 1912 

Staatblad Nomor. 600 Tahun 1912 pada tanggal 12 April 1982, yang merupakan 

kodifikasi Undang-Undang Nomor 6 1982, terkait Hak Cipta dan diumumkan di 

Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 15. 

                                                             
21Suyud Margono. 2010. Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi 

Ketentuan World Trade Organization (WTO-TRIPs Agreement). Bogor : Ghalia Indonesia. Hal 54. 
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Menurut pembukaan Undang-Undang ini, ada dua alasan hukum untuk 

mempertimbangkan Undang-Undang Hak Cipta seperti tercantum pada Mukadimah 

Undang-Undang ini, untuk mencabut A.W. 1912 ialah : 

1) Perlu disusun Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dengan “Garis  

Haluan Negara” (Ketetapan Nomor IV/MPR/1918 TAP MPR), di bidang 

hukum , dan memberdayakan serta melindungi penciptaan,  dan 

penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra, serta 

mengembangkan kecerdasan bangsa sesuai dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.  

2) Peraturan Hak Cipta yang bersangkutan, seperti “Auteurswet 1912 

Staatblad No.600 tahun 1912” harus dicabut karena tidak lagi memenuhi 

syarat cita-cita hukum Nasional, sebagaimana disebutkan sebelumnya 

pada huruf pertama22 

3. Pengaturan Hak Cipta Tahun 1987 

  Sejak diundangkannya dalam 5 tahun, Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta diamandemen pada tahun 1987. Dengan menghiraukan 

kepentingan pemilik atau pemegang Hak Cipta, pengaturan ini mengarahkan 

perubahan akibat pelanggaran Hak Cipta yang meluas dengan istilah-istilah yang 

mendorong pelanggaran untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang tinggi.23 

 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang terkait telah dibuat dan 

disahkan. Perlindungan hukum Hak Cipta lebih dari sekedar pengakuan yang 

diberikan oleh Negara atas karya cipta seorang pencipta, juga berpotensi untuk 

                                                             
22Ibid.,hlm.55. 
23Ibid.,hlm.58. 
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menginspirasi dan meningkatkan minat masyarakat dalam penciptaan karya cipta 

baru di bidang tersebut. Namun, ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta diberlakukan, banyak pelanggaran terjadi, terutama kejahatan 

pembajakan Hak Cipta24 

4. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 

Pada Tahun 1997, Indonesia melakukan perubahan kedua terhadap 

pengaturan Hak Ciptanya  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987. Mengingat Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1997 turut serta dalam perjanjian perdagangan  TRIPs “Trade 

Realted Intellectual Property Rights”. Meskipun beberapa Undang-Undang dan 

peraturan lama yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta telah ada sejak 

berdirinya “General Agreement On Tariffs and Trade” dan Organisasi 

Perdagangan Dunia pada Tahun 1994, dianggap penting untuk mengubah dan 

menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah direvisi, 

diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. 

Selain itu, Konvensi perlindungan karya sastra dan seni juga diratifikasi 

melalui Keppres pada Tahun 1997. “Converence on the Protection of Literary and 

Artistic Works” Nomor 18 pada Tahun 1997, serta beberapa perjanjian Kekayaan 

Intelektual dan perjanjian lainnya. Semua pejanjian Internasional, serta peraturan 

ini, dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1997 dengan cara sebagai berikut : 

                                                             
24Ibid.,hlm.59. 
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a) Keppres Nomor.15 Tahun 1997, yang mengubah Keppres Nomor.24 

Tahun 1979 tentang “Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan 

Industri” 

b) Keppres No.16 Tahun 1997, tentang Perjanjian Kerja Sama Paten 

c) Keppres No. 17 Tahun 1997, tentang Perjanjian Undang-Undang Merek  

d) Keppres No.18 Tahun 1997, tentang “Konvensi Bern untuk 

Perlindungan Seni dan Sastra” 

e) Keppres No.19 Tahun 1997, tentang Perjanjian Hak Cipta WIPO 

(Perjanjian Hak Cipta WIPO disingkat WCT)25 

Setelah perjanjian TRIPs Agreement ditandatangani, Undang-Undang 

pertama Hak Cipta adalah pada tahun 1997. Konstitusi Undang-Undang ini 

mempertimbangkan beberapa amandemen dan membuat penyesuaian kecil agar 

sesuai dengan standar peraturan26 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, 

tentang Hak Cipta yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1987, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, 

(Undang-Undang Hak Cipta). Ketentuan-ketentuan perjanjian TRIPs Agreement 

telah mengalami beberapa kali perubahan, namun masih ada beberapa hal yang 

perlu diperbaiki untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, 

peyempurnaan tersebut meliputi upaya mendorong terciptanya karya intelektual 

yang bersumber dari seni budaya27 

                                                             
25Ibid.,hlm.66. 
26Ibid.,hlm.67. 
27Ibid.,hlm.69. 
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Masih banyak ketentuan dalam berbagai konvesi Hak Kekayaan Intelektual 

tersebut di atas yang harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selain itu, untuk 

memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap karya intelektual yang 

berkaitan satu sama lain, perlu dilakukan penegasan dan pemilahan status Hak 

Cipta dan hak terkait. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 

Pemerintah memandang penting untuk mengganti peraturan Kekayaan Intelektual 

dengan peraturan kekayaan intelektual lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

Ketentuan Hak Cipta kembali diganti pada tahun 2014 dengan Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 yang masih berlaku sampai sekarang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Sejak awal hingga saat ini, telah diubah 

dan diganti, menunjukan pentingnya perlindungan ciptaan untuk perdagangan serta 

industri. 

Perkembangan peraturan perundang-undangan Hak Cipta tidak terlepas dari 

perkembangan masyarakat, baik secara sosial maupun perkembangan teknologi. Isi 

maupun materi pengaturan perundang-undangan mengikuti kebutuhan setiap orang, 

termasuk waktu perlindungan, jenis bidang yang dilindungi dan ruang lingkup 

efektifnya28 Aturan mengenai hal-hal yang mencakup pelanggaran ataupun sanksii 

yang diberikan terhadap seseorang yang telah melanggarnya.  

Tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Pemerintah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah demi memberi perlindungan yang 

                                                             
28Muhammad Djumhana, dan R. Djuabaedillah. Op.Cit., hal 50. 
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maksimal terhadap pemilik Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan langkah yang diambil 

negara untuk melindungi Hak Ekonomi serta Hak Moral pencipta dan pemegang 

Hak Terkait sebagai bagian terpenting dalam pengembangan kreativitas nasional. 

Negara telah mengambil tindakan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual 

dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Pasal 45 Ayat (1) dan (2) : 

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer 

yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta 

atau pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: 

a. Penelitian dan pengembangan program komputer tersebut; dan 

b. Arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah 

untuk mencegah kehilangan, kerusakan atau tidak dioperasikan. 

(2) Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi 

program komputer tersebut harus dimusnahkan. 

   Pada Pasal 45 Ayat (1) seorang pengguna (bukan pemegang Hak 

Cipta) program komputer dapat membuat (1) salinan atau adaptasi atas program 

komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan 

program komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya 

digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap 

pelanggaran Hak Cipta29 

Pasal 46 Ayat (2) 

Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak 

mencakup: d. Program Komputer, kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  

45 Ayat (1) 

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta 

dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan 

memperhatikan ketentuan perjanjian internasional pada Hak Cipta dan Hak Terkait, 

serta dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan 

keseimbangan kepentingan pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait, 

dan masyarakat.30 Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 

                                                             
29Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bab I 

Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (1) 
30Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penjelasan Umum. 
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Tentang Hak Cipta, melakukan perubahan seperti menyempurnakan yang lebih baik 

serta beberapa ketentuan penambahan baru, ketentuan baru tersebut memberikan 

pengaturan baru bagi sistem Undang-Undang Hak Cipta.  

2.2.2 Pengertian Hak Cipta   

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan “hak” sebagai kekuasaan 

yang diberikan kepada satu pihak, baik secara bebas maupun tidak. “cipta” maupun 

“ciptaan” artinya makna yang menekankan pada hasil manusia melalui penggunaan 

akal pikiran, perasaan, ataupun imajinasi dan pengalaman.Oleh karena itu,Hak 

Cipta dikatakan sangat penting kaitannya dengan intelektual manusia31 

Istilah Hak berasal dari bahasa Arab, hak berarti kepemilikan atau 

kepunyaan. Keadaan memiliki kendali penuh atas sesuatu yang memberikan hak 

seseorang unutk melakukan kendali atasnya dan mendapat manfaat darinya. Dalam 

Kepustakan Hukum Indonesia, yang disebut dengan Hak Cipta adalah hak 

pengarang atau pencipta. Kemudian istilah ini digunakan dalam peraturan 

perundang-undangan.32 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta adalah :  

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan”.33 

Pengertian dan sifat Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta Tahun 2014 sebagai berikut:  

                                                             
31Sanusi Bintang. 2003. Hukum Hak Cipta. Bandung : Alumni. Hal 8. 
32Yulia, Y. 2015. Modul Hak atas Kekayaan Intelektual. Lhokseumawe: Unimal Press. Hal 17 
33Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta  
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1) Hak Cipta adalah hak yang sifatnya khusus, atau eksklusif yang diberikan 

terhadap pencipta ataupun pemegang Hak Cipta. Karena hak khusus ini ada, 

tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya tanpa izin pencipta atau 

pemilik Hak Cipta. 

2) Hak khusus, tunggal atau monopoli yang disebutkan di atas termasuk 

pencipta hak pencipta atau pemilik Hak Cipta untuk mengumumkan 

ciptaannya, memperbanyak ciptaannya, serta mengizinkan seseorang untuk 

menyatakan ataupun menyalin ciptaan mereka. 

3) Saat hak khusus ini digunakan, baik pencipta, pemilik Hak Cipta atau orang 

lain yang diizinkan agar menerbitkan atau menyalin karyanya, wajib 

melakukan sesuai dengan ketetapan perundang-undangan yang sudah ada, 

yang mempunyai batasan tertentu. 

4) Hak Cipta pada hakekatnya adalah barang bergerak yang tidak berwujud 

yang dapat dipindahkan ke orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. 

Hak Cipta didasarkan deklaratif dan perlindungan otomatis konten yang 

diekspresikan dalam karya nyata yang terihat, terdengar dan dapat dibaca. Oleh 

karena itu, pengungkapan gagasan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta melainkan 

bukan dari ide, sedangkan karya tulis yang dilindungi Undang-Undang berupa 

benda kaset perhiasaan dan lagu. WIPO mengatakan, bahwa karya desain dapat 

memiliki status hukum yang berbeda. Undang-Undang mengatakan bahwa suatu 

negara harus selalu memperlakukan karya terapan sebagai karya seni, dilindungi 
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oleh Undang-Undang Hak Cipta, meskipun tidak memiliki aturan khusus untuk 

perlindungan desain model34 

Menurut  Sri Soedewi M, mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak benda atau 

bagian dari hukum benda. Menurutnya terbentuk bahwa gagasan kebebasan 

langsung atas suatu barang adalah yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu 

benda dan dapat dilindungi dari siapapun35 

Menurut Saidin, Hak Cipta adalah benda yang tidak berwujud, artinya 

haknya adalah sesuatu yang tidak berwujud fiisk atau ciptaan. Dalam hal hak untuk 

mencipta tidak bersifat fisik atau berupa barang maupun benda.  Oleh karena itu, 

karena istilah “properti” atau “kepemilikan” mengacu bahwa objek sebenarnya ada. 

Meskipun Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak menunjukan objek nyata, tapi 

merupakan hasil dari aktivitas fikiran manusia, yang diekspresikan kedunia luar 

baik dalam bentuk materil ataupun immateriil.36 

Eddy Damian mengatakan bahwa Hak Cipta adalah milik orang yang 

membuat karya tersebut, tetapi Hak Cipta kadang-kadang dapat diberikan kepada  

orang yang membuat karya tersebut tepat setelah karya tersebut dibuat. Selain itu, 

Hak Cipta juga dilindungi setelah mendapatkan hak ciptanya37 

Dari ketentuan di atas, hak monopoli diartikan sebagai Hak Cipta guna 

memperbanyak atau mempublikasikan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau 

pemegang Hak Cipta lainnya dan menegakkannya sesuai dengan peraturan 

                                                             
34Budi Santoso, 2005. Butir-butir Yang Berserakan.  Bandung : Mandar Maju. Hal 70. 
35Sri Soedewi M, 2005. Hukum Perdata, Hukum Benda. Yogyakarta : Liberty. Hal 54. 
36Saidin. 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hal 8 
37Eddy Damian. 1999. Hukum Hak Cipta Menuntut Beberapa Konvensi Internasional, 

Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian 

Penerbitannya. Alumni, Bandung, hal 62 
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perundang-perundangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, orang lain tidak dapat 

menggunakan ataupun melakukan hak dalam menerbitkan atatu memperbanyak 

ciptaan milik orang lain kecuali, mendapat izin dari penipta atau pemilik Hak Cipta 

yang dapat memonopoli hak untuk mengumumkan ataupun meperbanyak 

penemuannya untuk orang lain jika pencipta tidak dapat menjalankan fungsi Hak 

Cipta.  

Hak Cipta adalah hak eksklusif meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi 

sebagai berikut:38 

 

1. Hak Moral  

Hak Cipta memiliki konsep dasar hukum tentang ciptaan serta memberikan 

perlindungan hukum atas karya cipta dan memliki khas bentuknya serta 

menunjukan ciptaannya berdasarkan kemampuan dan kreativitas pribadi39 

Hak Cipta yang bersifat personal menciptakan dasar bagi konsep hak moral 

bagi pencipta dan ahli warisnya. Meskipun pencipta kehilangan atau mengalihkan 

Hak Ciptanya kepada orang lain, hak moral ini menunujukan hubungan yang 

berkelanjutan antara pencipta dan ciptannya. Pencipta atau ahli warisnya 

mempunyai hak hukum untuk menggugat pemegang Hak Cipta jika pemilik Hak 

Cipta menghilangkan nama pencipta dari ciptaan tersebut. Hak moral ini dianggap 

sebagai milik pribadi pencipta dengan maksud untuk memperoleh penghormatan 

atau rasa syukur atas hasil pekerjannya dan mencegah penyimpangan dari hasil 

tersebut.  

                                                             
38Tim Visi Yustisia. 2015. Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi Hingga 

Menyelesaikan Sengketa cet 1 Jakarta : Visimedia. Hal 2. 
39Sophar Maru Hutagalung. 2002. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam 

Pembangunan. Jakarta : Akademika Pressindo. Hlm 333. 
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Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta. Yang disebutkan dalam Pasal 4 adalah hak moral yang dimiliki oleh oleh 

pencipta yang melekat secara abadi:40 

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 

e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distrosi Ciptaan, mutilasi 

Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 

kehormatan diri atau reputasinya. 

Hak moral merupakan hak yang dimaksudkan untuk melindungi reputasi 

atau kepentingan pribadi pencipta. Hak moral terkait  dengan pencipta atau 

penemu. Hak moral bersifat pribadi dan abadi, tidak terlepas dari pencipta ataupun 

penemu jika benar ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain. Sifat abadi 

menunjukan kualitas nama baik, keterampilan, serta integritas yang eksklusif bagi 

pencipta atau penemu. Kekal berarti berhubungan dengan pencipta atau penemu 

yang memiliki ciri khas dari integritas kemampuan dan nama baik yang hanya 

dimiliki oleh pencipta atau penemu selama hidup dan setelah kematian. Termasuk 

dalam hak moral adalah antara lain:41 

1) Hak untuk menuntut pemegang Hak Cipta atau paten untuk tetap 

mencantumkan nama pencipta atau penemu dalam ciptaan atau 

penemuannya 

2) Hak untuk tidak mengubah ciptaan ataupun penemuan tanpa izin 

pencipta, penemu, atau ahli waris 

                                                             
40Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
41Abdulkadir Muhammad. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung 

: Citra Aditya. Hal 22. 



34 
 

 
 

3) Hak pencipta atau penemu untuk melakukan perubahan atas ciptaan atau 

penemuannya dengan cara yang sesuai dengan pertumbuhan 

perkembangan masyarakat. 

2. Hak Ekonomi 

Hak Cipta juga berkaitan dengan kepentingan yang sifatnya “Economic 

Right”. Hal ini merupakan manifestasi terhadap Hak Cipta tersebut, dan 

menyatakan bahwa ciptaan adalah hasil pemikiran manusia yang mempunya nilai 

karena merupakan bentuk kekayaan meski tidak berwujud42 

Hak ekonomi adalah hak eksklusif  Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

untuk memperoleh keuntungan ekonomi terhadap Ciptaan. Hak tersebut disebut 

sebagai hak ekonomi dalam pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak 

ekonomi sebagai berikut:43 

a. Penerbitan Ciptaan; 

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. Penerjemahan Ciptaan; 

d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian Ciptaan; 

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

f. Pertunjukan Ciptaan; 

g. Pengumuman Ciptaan; 

h. Komunikasi Ciptaan; dan 

i. Penyewaan Ciptaan. 

                                                             
42Sophar Maru Hutagulung, Op.Cit., hal 336. 
43Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
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Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada berbagai hak ekonomi. Ada lebih 

banyak jenis hak ekonomi dalam Hak Cipta dibandingkan Paten dan Merek, 

sebagai beikut:44 

1) Hak memperbanyak (Penggandaan) adalah Menggandakan atau 

menambah jumlah ciptaan dengan menggunakan bahan yang sama, 

hampir sama, atau serupa ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan 

yang sama atau berbeda, termasuk mengalih wujudkan. 

2) Hak adaptasi (adaptation) Peralihan dari satu bentuk ke bentuk lainnya 

disebut hak adaptasi. Seperti novel ke sinetron, patung jadi lukisan, serta 

pertunjukan teater diproduksi menjadi drama radio dan bentuk 

terjemahan lain dari satu bahasa ke bahasa lain.  

3) Hak pemberitahuan/penyiaran adalah membaca, menyuarakan, 

menyiarkan, atau mengedarkan ciptaan dengan maksud untuk dibaca, 

dilihat atau selanjutnya dijual kembali. 

4) Menampilkan, memamerkan, dan memanteskan karya seni yang 

diciptakan  

oleh musisi, seniman, dramawan dan model merupakan hak pertunjukan. 

 

2.2.3 Perlindungan Hak Cipta 

Tujuan mendasar Hak Cipta untuk melindungi ciptaan manusia yang 

merupakan hasil dari kemampuan intelektual mereka. Berlaku pada ciptaan yang 

telah terwujud secara unik untuk dilihat, dibaca, atau didengar yang memenuhi 

syarat untuk mendapatkan perlindungan ini45 Hak Cipta membebankan persyaratan 

                                                             
44Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal 142 
45Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. cit., hlm 55. 
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substantif pada gambar ini, termasuk orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu 

karya dikatakan memiliki orisinalitas dan kreativitas, jika karya tersebut merupakan 

ciptaannya sendiri meskipun terinspirasi dari karya orang lain. Unsur-unsur tersebut 

meliputi tujuan karya, yang dilindungi oleh Hak Cipta apabila dinyatakan secara 

konkret bukan bentuk pemikiran46 

Subjek dari Hak Cipta meliputi: 

a. Pencipta merupakan sesorang/lebih yang secara individu atau kelompok 

yang menghasilkan ciptaan yang sifatnya khas dan pribadi. 

b. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta, demikian pula pihak yang secara 

sah memperoleh hak dari pencipta atau pihak yang memperoleh hak 

tambahan dari pihak yang memperoleh hak tersebut secara sah. 

Objek Hak Cipta meliputi: 

a. Ciptaan adalah hasil karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni 

dan sastra yang didasarkan pada inspirasi, pemikiran, kemampuan, 

kecekatan, imajinasi, keterampilan maupun kehlian yang dituangkan 

dalam bentuk nyata. 

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

hal-hal mengenai ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagai berikut:47 

1) Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang 

dilindungi meliputi: 

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya 

                                                             
46Ibid., hlm 59. 
47Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Bagian 

Kedua 
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b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan 

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks 

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase 

g. Karya seni terapan 

h. Karya arsitektur 

i. Peta  

j. Karya seni batik atau seni motif lain 

k. Karya fotografi 

l. Potret  

m. Karya sinematografi 

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi 

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau 

modifikasiekspresi budaya tradisional 

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer maupun media lainnya 

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli 

r. Permainan video dan 

s. Program Komputer. 
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2) Dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli, ciptaan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan 

yang berbeda. 

3) Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi telah diwujudkan 

dalam bentuk nyata yang memperbolehkan penggandaan dilindungi oleh 

perlindunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) 

Sedangkan ciptaan yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta sebagai berikut:48 

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata 

b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip temuan atau 

data yang telah diungkapkan, dinyatakan, diuraikan, dijelaskan, atau 

digabungkan menjadi sutau Ciptaan; dan 

c. Produk, alat, benda, yang diciptakan hanya untuk memecahkan 

masalah teknis atau yang bentuknya hanya dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan fungsional. 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Software 

2.3.1 Pengertian Pembajakan 

Tindakan mengambil barang atau hak orang lain dikenal dengan istilah 

pembajakan. Selain itu, ada pembajakan Hak Cipta yang disebut juga pemalsuan 

barang, atau merek.49 Pembajakan Hak Cipta pada dasarnya adalah menggunakan 

sesuatu tanpa izin pemilik yang sah. Pembajakan ini adalah tindakan menyalin 

karya asli seseorang serta menjual kembali. 

                                                             
48Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 41 Bagian 

Ketiga 
49https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 1:44 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

yang dimaksud “Pembajakan” adalah: 

“Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan 

pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk 

memperoleh keuntungan ekonomi”50 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 Ayat 

(3) dan (4), memuat ketentuan pidana bagi perbuatan pembajakan.51 

1. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g 

untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

2. Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) 

yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp.4000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

Dalam Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah mengalami 

banyak istilah atau penyebutan dalam berbagai cara sepanjang perkembangannya. 

Perkembangan teknologi yang pesat di dunia dapat memberikan dukungan untuk 

perkembangan ini, serta teknologi itu sendiri dan dapat diakses oleh masyarakat. 

Hasilnya semakin memudahkan para pembajak melakukan lebih banyak kegiatan 

pemalsuan dengan lebih mudah. 

2.3.2 Pengertian Software  

  Software menurut kamus istilah komputer, adalah program komputer yang 

dirancang untuk menangani atau memecahkan suatu masalah tertentu. seperti 

                                                             
50Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ketentuan 

Umum 
51Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 Ayat (3) 

dan Ayat (4) Ketentuan Pidana 
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program pengolah kata52 Komputer tidak dapat berfungsi dengan tidak adanya 

program yang dimasukan ke dalamnya, program tersebut dapat berasal dari 

komputer itu sendiri maupun berupa prosedur pengolahan data. 

2.3.3  Jenis-Jenis Pembajakan 

1.  Hardisk Loading 

Hardisk Loading merupakan jenis pembajakan software yang biasanya 

terjadi ketika software dipasang sebagai “hadiah” di komputer yang dibeli oleh 

pelanggan dan dilakukan oleh penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk 

menjual komputer. Kondisi ini sering terjadi pada perangkat komputer yang dijual 

terpisah dengan software “khususnya sistem operasi”. Hal ini biasanya dilakukan 

oleh para penjual komputer rakitan ataupun komputer jangkrik Clone Computer.53 

2. Under Licensing 

Jenis pembajakan software yang termasuk dalam kategori “Lisensi” 

biasanya melibatkan bisnis yang telah mendaftarkan sejumlah lisensi tertentu, 

software tersebut sebenarnya dipasang dengan jumlah lisensi yang berbeda 

biasanya lebih banyak dari pada jumlah lisensi yang dimiliki.54 

3. Conterfeting  

Jenis pembajakan software yang termasuk  pada Counterfeting adalah 

software bajakan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software 

bajakan yang memalsukan pengemas produk tersebut, cara produksi pengemasan 

                                                             
52Andino Maseleno, 2003. Kamus Istilah Komputer dan Informatika. Yogyakarta. Hal 9 
53Novianmonday. 2017. Jenis-Jenis Pembajakan : 

(https://dudts9.wordpress.com/2017/06/13/jenis-jenis-pembajakan/ diakses pada tanggal 27 Januari 

2022). 
54Ibid. 

https://dudts9.wordpress.com/2017/06/13/jenis-jenis-pembajakan/


41 
 

 
 

produk sangat mirip dengan produk antara lain, seperti buku manual, kemasan 

kotak, penginstal CD, dan produk sejenis lainnya. CD.55 

 

4. Mischanneling 

Jenis pembajakan software yang dikenal sebagai Mischanneling biasanya 

dilakukan oleh suatu institusi yang menjual produknya kepada lembaga lain dengan 

harga yang relatif murah, dengan harapan lembaga tersebut memperoleh 

keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualan software tersebut.56 

5. End User Copying 

Jenis pembajakan software yang dikenal sebagai End User Copying, yang 

biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang hanya  memiliki satu lisensi 

atau produk software, namun software tersebut telah diinstal di beberapa 

komputer.57 

6. Internet  

Pembajakan software jenis ini biasanya dilakukan melalui penjualan atau 

distribusi barang tidak resmi atau bajakan, seperti software lagu, film (video), 

maupun untuk tujuan menghasilkan keuntungan besar (bisnis).58 

2.4 Perlindungan Hukum 

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Indonesia 

adalah Negara hukum. Oleh karena itu, Negara menjamin hak-hak hukum warga 

Negara dengan memberikan perlindungan hukum, yang akan menjadi hak setiap 

warga Negara.  

                                                             
55Ibid. 
56Ibid. 
57Ibid. 
58Ibid. 
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Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang 

biasanya bertentangan satu sama lain akan sangat membantu karena sekarang 

hukum adalah bagian dari kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum wajib dapat 

memasukkannya untuk meminimalkan benturan kepentingan.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berasal dari 

kata lindung yang artinya mengayomi, mencegah, mempertahankan, serta 

membentengi. Pada saat yang sama, pemeliharan, pemeliharaan, penjaga, tempat 

berlindung, dan bunker semuanya termasuk perlindungan. Secara umum, istilah 

perlindungan mengacu pada pengamanan sesuatu dari bahaya, seperti benda atau 

barang. Selain itu, arti perlindungan yang diberikan kepada yang orang yang lemah 

termasuk dalam pengertian perlindungan. Oleh karena itu, arti perlindungan hukum 

dapat diartikan sebagai perlindungan hukum atau perlindungan melalui penggunaan 

sistem dan metode hukum.   

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan istilah istilah 

hukum dalam Bahasa Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan ataupun 

kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat dan ditugaskan kepada pihak 

berwenang maupun pemerintah, seperti Undang-Undang, peraturan dan sejenis 

lainnya. Untuk menetapkan standar atau aturan tentang peristiwa alam tertentu, 

keputusan, pertimbangan, atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam 

pengadilan.59 

Mengenai perlindungan hukum dikutip beberap pendapat para ahli meliputi 

: 

                                                             
59Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Edisi kedua. Cet.1. Jakarta : Balai Pustaka. Hal 595. 
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1. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa,  perlindungan hukum adalah 

adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan 

kekuasaan untuk bertidak demi kepentingannya tersebut.60 

2. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh CST Kansil, adalah 

setiap dan segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat 

penegak hukum guna memberikan rasa aman lahir dan batin dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.61 

3. Menurut Philipus M Hadjon, menegaskan bahwa perlindungan hukum 

masyarakat ada dua macam, yaitu perlindungan represif dan 

perlindungan preventif. Warga negara dapat memperoleh perlindungan 

hukum refresif dari pemerintah sebelum membuat keputusan akhir, 

memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau 

pendapat mereka. Ini disebut perlindungan preventif, dan tujuannya 

adalah agar sengketa tidak terjadi. Sedangkan sengketa diselesaikan 

melalui perlindungan hukum yang represif sehingga perlindungan 

hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.62 

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat 

Indonesia adalah perwujudan  prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap 

harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila serta prinsip Negara Hukum 

berdasarkan Pancasila.  

                                                             
60Satjipto Rahardjo. 2003. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta : Kompas. Hal 121. 
61C.S.T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai 

Pustaka. Hal 40. 
62Philipus M. Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : Bina 

Ilmu. Hal 2. 
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2.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum 

Salah satu gambaran peranan fungsi hukum dalam mencapai tujuan hukum 

seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa perlindungan 

preventif (pencegahan) atau perlindungan represif (pemaksaan) baik secara tertulis 

atau tidak tertulis untuk menegakkan peraturan hukum. 

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang subjek hukumnya dilindungi oleh 

peraturan dan sanksi yang berlaku. Ada dua bentuk perlindungan hukum sebagai 

berikut:63 

1. Perlindungan Hukum Preventif perlindungan hukum yang diberikan oleh 

pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum 

sebelum terjadi. Tujuan dari pengaturan tersebut, yang dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan, adalah untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan bagaimana kewajiban 

dapat dipenuhi. 

2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan sanksi tambahan apabila terjadi 

perselisihan atau pelanggaran.  

Pada dasarnya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum dalam setiap 

hubungan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat 

memahami perlindungan hukumnya, maka pemerintah harus memberikan 

                                                             
63Ibid.,hal.3. 
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pengaturan yang jelas kepada masyarakat untuk mencegah dan menyelesaikan 

permasalahan hukum. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap 

tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Tujuan negara hukum dapat 

dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.64 

2.4.3 Tujuan Perlindungan Hukum 

Keberadaan hukum yang ditegakkan dalam semangat konstitusionalisme 

untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, sangat penting bagi masyarakat 

dan kehidupan. Oleh karena itu, penegakan hukum dan konstitusi pada hakekatnya 

harus memperhatikan imperatif pemerintah yang tercermin dalam makna dan 

substansinya. Di mana pun dan kapan pun warga negara menggunakan 

kebebasannya untuk berpartisipasi atau belajar tentang proses pembuatan kebijakan 

publik, pemegang kekuasaan negara harus menghormati dan menegakan hak 

asasinya.  

Berikut pengaruh terhadap penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto65 

1. Faktor hukumnya sendiri 

2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan  

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta serta rasa yang 

mendasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

                                                             
64Ibid.,hal 51. 
65Soerjono Soekanto. 1993. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : 

Raja Grafindo Persada. Hal 5. 
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Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan hukum, tujuan perlindungan hukum adalah mengatur segala 

hubungan hukum dalam masyarakat. Selain itu, hubungan hukum antar pelaku 

hukum memberikan kepastian hukum, memastikan bahwa masing-masing pihak 

mendapat keadilan. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat tercermin dalam 

hukum.. 

   2.4.4 Dasar Hukum 

  Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 

Ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C Ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.66 

Pasal 5 

Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat 

secara pribadi pada diri pencipta67 

Pasal 20 
Hak terkait sebgaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif 

yang meliputi:68 

a) Hak moral pelaku pertunjukan 

b) Hak ekonomi pelaku pertunjukan  

c) Hak ekonomi produser Fonogram dan 

d) Hak ekonomi lembaga 

Pasal 28 

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku 

pertunjukan sebesar ½ (satu per dua tahun) dari pendapatannya69 

                                                             
66https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta diakses pada tanggal 15 

September 2022 pukul 23:15 
67Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014, Nomor 266 Bagian Menimbang Huruf d. 
68Ibid.,Bab III Pasal 20 Bagian Kesatu. 
69Ibid.,Paragraf 5 Pasal 27 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta
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Pasal 33 

a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan 

b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara 

c) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

d) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 

e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

Undang-Undang70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70Ibid., Bab IV Pasal 33. 
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2.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Dari Kejahatan 

Pembajakan Software 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta 

Bentuk Pengaturan Hukum 

Pembajakan Hak Cipta 

1. Memperbanyak/Memberikan 

izin terhadap pemegang Hak 

Cipta 

2. Mengedarkan atau menjual 

kepada umum 

Bentuk Perlindungan Hukum 

Terhadap Pemegang Hak Cipta 

1. Mendaftarkan 

2. Penerapan Sanksi 

Terwujudnya Perlindungan Hukum Atas  

Pemegang Hak Cipta 
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2.6 Definisi Operasional 

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah pengetahuan, seni, dan sastra yang  

dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.  

2. Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya 

khusus diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

3. Perlindungan Hak Cipta adalah melindungi hasil karya manusia berdasarkan 

kemampuan intelektualnya. 

4. Pembajakan adalah penggandaan tanpa izin dari pemegang Hak Kekayaan 

Intelektual yang sah. 

5. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi dari tindakan kejahatan 

berbahaya. 

6. Tujuan perlindungan hukum adalah mengatur segala hubungan hukum yang 

terjadi dalam masyarakat. 

7. Pengaturan hukum adalah aturan yang sudah di tetapkan dalam perundang-

undangan untuk di taati oleh masyarakat. 

8. Memberikan izin terhadap pemegang Hak Cipta adalah perizinan baik 

secara langsung kepada seseorang maupun tidak langsung. 

9. Mengedarkan atau menjual kepada umum adalah bentuk suatu tindak 

pelanggaran. 

10. Mendaftarkan Hak Cipta adalah pendaftaran yang dapat memberikan 

kepastian hukum. 

11. Penerapan sanksi adalah suatu balasan yang setimpal atas suatu perbuatan 

kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. 
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12. Memperbanyak adalah proses menjadikan lebih banyak, mengalikan, 

menggandakan. 

13. Izin adalah suatu persetujuan dari seseorang berdasarkan undang-undang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode secara 

normatif, penelitian ini kedepannya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa 

dikenal dengan studi literatul dengan cara pendekatan terhadap asas buku, teori 

buku, dan peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum lainnya71 

apabila kita melihat konsep penelitian hukum normatif tentunya penelitian ini akan 

diperhadapkan dengan produk hukum yang telah dilahirkan oleh Perlindungan 

Hukum Pemegang Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Dilihat Dari Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai mana ditetapkan adanya 

aturan atau rambu-rambu yang ditetapkan oleh konstitusi. 

3.2 Objek Penelitian 

  Dalam penelitian ini yang diambil beberapa objek penelitian yang dimana 

objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan penelitian, 

sehingga dapat diambil objek dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum 

Pemegang Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian penelitian 

normatif dengan menggunakan bahan sekunder berupa peraturan perundang-

undangan, makalah, artikel, bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan Hak 

                                                             
71Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Meteodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : 

bayumedia publishing, hal 295. 
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Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif adalah penelitan yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mengumpulkan data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, 

dan ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah.72 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang diambil menggunakan 

sistem studi literatur, yang mana sistem ini dalam hal pengumpulan bahan 

secara menyeluruh mengenai instrumen hukum yang dijabarkan dalam 

peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas hukum dan 

beberapa literatur lainnya. 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

b. Undang-Undang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian  

2. Bahan Hukum Sekunder   

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara rinci 

mengenai bahan tersier bahan yang dimaksud adalah rancangan Undang-

Undang, karya ilmiah, jurnal serta penelitian yang berhubungan dengan 

judul penelitian 

3. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier yaitu penunjang dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas 

bahan hukum lainnya. 

                                                             
72Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal 13. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

   Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan 

(library research), yang mana dalam pengumpulan data dari bahan hukum primer 

yang didukung oleh bahan hukum sekunder dengan studi kepustakan melalui buku-

buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, dan berbagai literatul 

yang berkaitan dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer ataupun 

bahan hukum sekunder. 

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

  Data yang diperoleh dari penelitian ini disusun dan di analisis secara 

kualitatif, data tersebut kemudian dideskripsikan secara deskriptif agar mudah 

dibaca dan dijelaskan sehingga diperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan 

jelas dan berorientasi pada permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Bentuk Pengaturan Hukum Pembajakan Hak Cipta  

  Pembajakan software merupakan kejahatan Hak Cipta yang di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perkembangan 

kejahatan ini mengikuti jaman teknologi informasi, perbuatan ini tidak hanya 

berbicara tentang persoalan pidana akan tetapi menangkut juga dengan hukum 

perdata dan hukum internasional. 

  Pengaturan Hak Cipta dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta memiliki 

prinsip bahwa suatu ciptaan diakui berdasarkan pertama kali ciptaan itu diterbitkan 

untuk mendorong berbagai pihak agar lebih semangat berkarya tanpa 

mengkhawatirkan oknum yang tidak bertanggung jawab. 

  Adanya Undang-Undang atau suatu aturan hukum terhadap suatu masalah 

biasanya terdapat masalah yang menimbulkan kerugian moral ataupun material 

kepada suatu pihak. Tujuan dari itu adalah pengaturan hukumnya terhadap 

masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apapun yang 

menyebabkan timbulnya kerugian itu sendiri, untuk memberian hukuman  serta 

pengajaran bagi para pelanggaran aturan serta untuk menimalisir kegiatan-kegiatan 

yang merugikan. 

  Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi pada 

Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang mengatur mengenai ekspresi secara berturut-turut 

akan di sampaikan sebagai berikut: 

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipengan oleh Negara 
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(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi 

budaya tradisional sebagaimana dimaksud padaanya. 

(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisonal sebagaimana dimasud pada 

ayat(1) harus memperhatikan nilai—nilai hidup dalam masyarakat 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak cipta yang diperoleh Negara atas 

ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan peraturan pemerintah.  

  Pemerintah republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan bentuk dari perangkat hukum 

untuk memberikan pengaturan serta jaminan perlindungan hukum dalam Hak Cipta, 

salah satunya yaitu adalah tentang perangkat lunak computer yaitu software. 

Undang-Undang  ini merupakan suatu wadah atau sekumpulan peraturan-peraturan 

yang dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta yang dimilliki setiap 

orang, peraturan ini tidak terlepas dari berbagai factor yang tertulis di setiap pasal 

perpasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif terhadap pencipta tersebut antara 

lain hak ekonomi dan hak moral. Semakin banyaknya pembajakan terhadap 

perangkat lunak computer atau software kini menjadi fenomena yang sangat 

merugikan pencipta. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan  

Pasal 1 Ayat (1) 

Menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan73. 

   

  Artinya, hak tersebut hanya dimiliki oleh pencipta dan atau pemegang Hak 

Cipta, tidak ada irang lain yang dapat memperoleh keuntungan finansial darinya 

tanpa terlebih dahulu mendapatkan izinnya. Pemilik Hak Cipta memiliki pilihan 

untuk mengizinkan orang lain menggunakan karya yang telah mereka lindugi atau 

                                                             
73Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab I 

Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (1) 
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mencegah mereka untuk melakukannya. Hak eksklusif ini adalah inti dari 

kepemilikan Hak Cipta. 

Pasal 1 Ayat (9) 

Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk 

bahasa, kode, skema atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer 

bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu74 

   

  Berikut beberapa ketentuan terkait Hak Cipta termuat dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan software.  

Pasal 11 Ayat (2) 

Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal 

program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan75 

Yang dimaksud dengan “objek esensial” adalah perangkat lunak komputer yang 

menjadi objek utama perjanjian penyewaan 

Pasal 40 Ayat (1) 

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra, terdiri atas:76 

a.) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya; 

b.) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;  

c.) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d.) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

e.) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

f.) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

g.) Karya seni terapan; 

h.) Karya arsitektur; 

i.) Peta; 

j.) Karya seni batik atau seni motif lain; 

k.) Karya fotografi; 

l.) Potret; 

m.) Karya sinematografi; 

n.) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

o.) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional; 

                                                             
74Ibid., hal 3 
75Ibid., hal 8   
76Ibid., hal 18-19 
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p.) Kompilasi ciptaan atau data, baik dan format yang dapat dibaca dengan 

program komputer maupun media lainnya; 

q.) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

r.) Permainan video; dan 

s.) Program komputer. 

 

  Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menjelaskan bahwa program komputer merupakan karya yang dilindungi yang 

termasuk dalam ciptaan dalam ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan pada huruf (s).  

Pasal 59 Ayat (1) 

Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan: 

a. Karya fotografi; 

b. Potret; 

c. Karya sinematografi; 

d. Permainan video; 

e. Program komputer; 

f. Perwajahan karya tulis; 

g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekpresi 

budaya tradisional; 

i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan program komputer atau media lainnya; dan  

j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli,Berlaku selama 50 (lima tahun) sejak 

pertama kali dilakukan pengumuman.  

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 10 

dan pasal 114 menjelaskan bahwa pihak pengelola suatu pusat perbelanjaan dapat 

dijerat pasal pelanggaran hak intelektual tersebut apabila membiarkan pedagangnya 

menjual produk bajakan. Apabila terbukt bersalah, pengelola gedung pertokoan dan 

mall yang lalai akan dipidana dengan hukuman denda hingga Rp.100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). Pengelola bisa dianggap berkontribusi terhadap pembajakan 

tersebut.77 

                                                             
77Ibid., hal 8, 52   
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Hak Cipta memberikan Hak Cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak 

Secara etimologi, dalam bahasa Inggris pembajakan disebut piracy. Menurut 

pendapat Bryan A. Garner dalam Black’s Law Dictionary, “piracy is the 

unauthorized and ilegal reproduction or distribution of materials protected by 

copyright, patent, or trademark law”78 artinya piracy tersebut lebih kepada 

penggandaan secara tidak sah atau ilegal dan selanjutnya di distribusikan terhadap 

suatu produk atau barang yang terdaftar sebagai Hak Cipta, paten, atau merek. 

   Hak Cipta memberikan Hak Cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak 

yang berlaku untuk waktu tertentu untuk memperbanyak dan/atau mempublikasikan 

ciptaan. Undang-Undang mengatur hal ini karena negara menganggap bahwa 

pencipta telah berkontribusi kepada masyarakat melalui karya dalam bidang seni, 

sastra, maupun maupun ilmu pengetahuan sehingga mereka layak mendapatkan 

penghargaan berdasarkan hak eksklusif ini. 

   Menurut pendapat penulis, Hak Cipta pada dasarnya, adalah hak yang 

dimiliki seseorang dengan banyak usaha dan tenaga untuk meluangkan waktu 

menciptakan suatu karya pada ilmu pengetahuan, seni dan sastra agar karyanya 

tidak disalah gunakan dengan tujuan akhir dari keuntungan sepihak. Jika pihak lain  

mengumumkan atau memperbanyak Hak Cipta, hal ini menunjukkan adanya  

Undang-Undang Hak Cipta yang dapat menimbulkan sanksi hukum, baik secara 

perdata atau pidana, termasuk tuntutan ganti rugi atau denda dan pidana penjara.  

                                                             
78Bryan A. Garner. 2004. Black’s Law Dictionary. USA : Thomson Business hlm. 1186 
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4.1.1 Memperbanyak dan Memberikan Izin Terhadap Pemegang Hak 

Cipta 

   Memperbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara 

keseluruhan maupun sebagian besar menggunakan sesuatu yang mirip atau bahan 

yang berbeda, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. 

   Hak Cipta diartikan sebagai hak khusus yang memberikan izin kepada 

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan 

dengan tidak mengurangi batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 6/1982 Jo. UU No. 7/1987 Jo. UU No. 

1211997). 

   Memberikan izin adalah perizinan pemberian satus hukum kepada 

seseorang  pelaku usaha, atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun 

tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan 

dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain 

itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari 

suatu larangan. 

   Di Indonesia Hak Cipta mengacu pada hak eksklusif pencipta, yang berarti 

tidak ada orang lain yang dapat menggunakan atau memperbanyak ciptaan kecuali 

pencipta memberikan izin. Hak eksklusif adalah pengertian bahwa tidak ada pihak 

lain yang dapat memberikan izin untuk memperbanyak pencipta tanpa terlebih 

dahulu mendapat izin dari pencipta di jelaskan berdasarkan Pasal 2 Undang-

Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 
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   Menurut Hutauruk menegaskan bahwa rumusan Hak Cipta dalam Undang-

Undang Hak Cipta Indonesia mencakup dua kategori penting anatara lain 

a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.  

b. Hak moral yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun (seperti hak 

untuk mengumumkan karyanya, memilih judul, menggunakan nama asli 

atau nama samaran, dan menjaga keutuhan cerita)79 

Sebagai hak khusus, pencipta atau pemengan hak cipta mempunyai hak untuk  

a. Memperbanyak Hak Cipta  

Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan Yang dimaksud dengan 

"memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan cara 

membuat yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut 

dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk 

mengalihwujudkan suatu ciptaan. Termasuk hak memperbanyak adalah 

printing right, copying right. 

b. Memberikan Izin Hak Cipta 

Hak Untuk Memberi Izin Yang dimaksud dengan “memberi izin” adalah 

memberi lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaan sesuai dengan perjanjian lisensi. Hak khusus ini 

hanya dapat digunakan dengan perjanjian tertulis, baik dalam bentuk akta 

asli maupun palsu. Akta tersebut secara khusus menyatakan perbuatan 

apa saja yang boleh dilakukan.80 

Ini merupakan hal positif bagi pencipta, mengingat hasil karya atau ciptaan 

yang dihasilkan oleh pencipta maka patut dilindungi oleh pemerintah. Maka ini 

akan menimbulkan kreativitas yang baru bagi para calon-calon pencipta untuk 

menghasilkan karya cipta lainnya yang lebih baik lagi. Dalam hal gugatan ganti 

rugi pencipta berhak mengajukan gugatannya kepada pengadilan niaga apabila 

pencipta merasa karyanya telah dibajak oleh pembajak dan pengadilan akan 

melakukan penyitaan terhadap buku yang merupakan hasil perbanyakan yang sudah 

dan akan beredar di masyarakat demi kepentingan bersama. 

                                                             
79M. Hutauruk, 1982. Peraturan Hak Cipta Nasional. Jakarta: Erlangga hlm. 11 
80Sentosa Sembiring, 2002. Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual 

Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek. Bandung: CV. Yrama Wdya, 2002. Hal 18-19 
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Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan 

pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang 

menerima dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak 

yang menerima hak tersebut. Pemegang Hak Cipta memperoleh hak tersebut 

sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum.   

Adapun isi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan   

peristiwa hukum  meliputi pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, 

pemberian hibah, wasiat, dan warisan. Selain itu, pemegang Hak Cipta diizinkan 

untuk memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan hak eksklusifnya 

atas ciptaan sesuai dengan perjanjian lisensi berdasarkan pasal 45 Undang-Undang 

Hak Cipta. Dalam hal ini pemilik Hak Cipta adalah orang yang menerima peralihan 

Hak Cipta sebagai akibat pewarisan, jual beli, atau perjanjian lisensi.  

Perbanyakan suatu ciptaan dalam konteks Pasal 15 huruf e di atas, 

sebenarnya belum tentu pada kemungkinan orang untuk bisa mengakses program 

komputer tersebut, tetapi bisa juga hanya peluang untuk menggandakan (copy) 

program komputer yang diperoleh dalam jumlah lisensi yang terbatas. Karena 

perbanyakan adalah penambahan suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun 

dalam skala yang sangat besar, dengan menggunakan bahan yang sama atau 

berbeda, termasuk mengalih wujudkan secara tetap maupun sementara dalam 

ketentuan umum pasal 1 angka 6. 

4.1.2 Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum 

   Mengedarkan serta penjualan hak tanpa izin adalah suatu bentuk 

pelanggaran atas hak ekslusif oleh pemegang Hak Cipta. Ini dapat menyebabkan 
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kerugian terhadap pemegang Hak Cipta karena tidak dapat memperoleh manfaat 

dari hak ekonomi tersebut. 

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, Hak Cipta merupakan hak ekslusif 

yaang bermakna tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak ini sebelum 

memperoleh persetujuan pencipta. Dengan demikian, pemilik hak eksklusif harus 

memberikan izin untuk setiap perbanyakan atau penggandaan suatu karya cipta 

termasuk juga peredaran dan penjualannya. Hak ekslusif juga dimiliki oleh 

pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta namun terbatas pada hak ekonomi suatu 

karya cipta saja. 

Penggandaan adalah suatu tindakan moral yang baik yang tidak dapat 

dibenarkan. Landasan moral ini juga disebut dengan teori filsafat sebagai teori 

hukum alam. Diketahui ajaran moral dikenal doktrin pengelola tempat perdagangan 

membiarkan para pembajak/ pengada menjual hasil pelangaran hak cipta berarti 

pengelola tempat tersebut telah mendukung hal ini terjadi, dengan demikian 

keadilan bagi pencipta tidak akan pernah tercapai. 

Mengedaran Merupakan atau Menjual Kepada Umum adalahB erkaitan 

dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta menegaskan :  

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 

atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 

atau Hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 

Perlindungan Hak Cipta bertujuan menginspirasi individu dengan potensi  

intelektual dan kreatif untuk menghasilkan karya cipta sebanyak mungkin yang 

bermanfaat bagi kemajuan bangsa.  
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Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta didasarkan pada prinsip bahwa 

suatu ciptaan diakui pada saat pertama kali diterbitkan, dan bukan pada saat 

pertama kali didaftarkan, pencipta tidak perlu lagi mengkhawatirkan kejelasan 

status ciptaannya.  

Adanya Undang-Undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, 

biasanya disebabkan oleh tindakan yang memiliki dampak moral atau materil 

negatif pada satu pihak.  

Sebuah teori yang sering dipakai dalam kaitan dengan Hak Cipta yaitu teori 

hukum alam dimana suatu tindakan dapat diukur dengan moral, dengan demikian 

apabila melakukan pelanggaran sudah pasti tidak dapat dibenarkan karena 

melanggar ajaran moral yang baik. Ini disebut sebagai doktrin tidak mencuri atau 

menga,mbil apa yang bukan haknya dalam ajaran moral. Karena, dengan tidak 

memberikan kompensasi kepada pemiliknya, pengambilan seperti itu dianggap 

tidak bermoral.   

Selain itu, meluasnya penggunaan teknologi informasi dapat mengancam 

popularitas karya cipta, seperti program komputer yang tersedia di internet dan 

dapat dengan mudah diubah, disalin serta di perbanyak. Dengan hal ini masyarakat 

antusia dengan teknologi informasi dunia, karena selain membuka peluang untuk 

turut melaukan suatu pengembangan software secara bebas tentu juga menjadi 

kebutuhan masyarakat di dalam menggunaan perangkat lunak tanpa mengeluarkan 

biaya banyak. 

Terkait dengan hal itu dibuatlah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 

Tahun 2014 yang dengan pasal 10 yang menyatakan bahwa pengelola tempat 

perdagangan harus dapat mewujudkan mewujudkan keadilan dan hak ekonomi 
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yang diperoleh pemegang/pemilik Hak Cipta, tidak hanya memberikan sanksi 

hukumnya kepada pelanggar Hak Cipta akan tetapi juga kepada pengelola tempat 

mampu mewujudkan tujuan hukum dan dapat berlaku efektif di masyarakat.  

Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: 

pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan / 

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di 

tempat perdagangan yang dikelolanya.  

Di dalam ketentuan ini tidak dibenarkan memperbolehkan penyewa untuk 

memperdagangkan ataupun memperbanyak barang yang melanggar Hak Cipta. 

Karena para pelanggar Hak Cipta tidak pernah meminta izin kepada pencipta 

dengan, sehingga apa yang menjadi hak pencipta tidak pernah terwujud. Pengelola 

tempat diberikan tanggung jawab mampu mengatur perilaku para pedangan yang 

berada ditempat yang dikelolanya. 

Saat ini disamping terdapat software-software open source yang dapat 

dimiliki secara gratis, kini dikenal juga sebagai software bebas yang dikenal juga 

freeware. Yang di sediakan oleh beberapa kategori software secara gratis yang 

kualitasnya setara dengan software sejenisnya. Saat ini banyak tersedia freeware 

yang dapat diperoleh secara gratis.81 

Hukum telah melindungi hak ekonomi pencipta ataupun pemegang Hak 

Cipta serta  semakin ditingkatkan dari masa ke masa. Pengelola tempat 

perdagangan wajib ikut serta dalam pembelaan pemegang Hak Cipta 

berdasarkanUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 bahwa 

pengelola tempat perdagangan dilarang memperbolehkan penjualan dan atau 

                                                             
81Amanda Putra Lubis, 2009. Perlindungan Hukum Terhadap karya Cipta Program Komputer 

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hal 14 



65 
 

 
 

penggandaan barang yang melangggar Hak Cipta atau hak terkait pada tempat 

perdagangan yang dikelolanya. Dengan demikian, pengelola tempat perdagangan 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas penjualan dan atau pelanggaran hak cipta 

atau hak terkait, di tempat perdagangan yang dikelolanya.   

Menurut penulis, Dengan tidak memberikan tempat bagi penjual yang 

mengkomersilkan hasil pelanggaran Hak Cipta maka di dalam kawasan tersebut 

tidak akan terlihat para penjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta yang 

berjualan. Jika para pedagang ingin berjualan di sepanjang tempat perdagangan 

haruslah memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah terkait dengan usaha apa 

saja yang akan dikomersilnya.  

Setelah memperoleh ijin maka pengelola akan menyediakan tempatnya bagi 

penjual tersebut, akan tetapi apabila ada penjual yang melakukan pelanggaran 

penyedia tempat tidak dapat memberikan tempat tersebut. Apalagi terkait dengan 

penjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta, yang sudah jelas tidak memperoleh 

ijin dari pemerintah karena illegal serta tidak meminta izin dari pemegang Hak 

Cipta. Dengan adanya pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada pengelola 

tempat akan lebih selektif dalam memberikan tempat perdagangan tersebut, kepada 

penjual. Dan terkait dengan penjualan hasil pelanggaran Hak Cipta tidak akan 

ditemukan lagi di sepanjang pusat perdagangan. 

Jadi dengan melibatkan pengelola tempat perdagangan, dengan tidak lagi 

menyediakan tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Maka para 

pelanggar akan meminta ijin terlebih dahulu apabila hendak mengkomersilkan 

karya cipta tersebut serta hak ekonomi akan pemegang/pencipta dapatkan. Serta 

akan terciptanya perdagangan usaha yang sehat, para pelaku usaha akan bersikap 
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adil/ merata dengan lebih menghargai prinsip perdagangan sehingga persaingan 

usaha yang tidak sehat tidak akan tercipta. 

4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta 

   Pemanfaatan teknologi informasi telah mempercepat perkembangan karena 

berbagai data dapat diperkenalkan dengan cara yang kompleks dan terbuka secara 

efektif dan melalui hubungan jarak jauh memanfaatkan teknologi informasi dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan tahapan bisnis selanjutnya. Pihak-

pihak yang terlibat tidak perlu bertemu langsung, komputer dan peralatan 

telekomunikasi sudah cukup.  

   Dalam kondisi seperti ini kemudian muncul gerakan masyarakat guna 

meningkatkan hukum, norma dan peraturan tidak tertulis serta upaya guna menjaga 

harmoni nasional. Hak Kekayaan Intelektual yang telah di daftarkan dan didukung 

dengan sertifikat pendaftaran mendapat perlindungan hukum, perlindungan hukum 

adalah upaya hukum untuk menghentikan individu yang tidak berwenang dari 

pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, pendaftaran merupakan suatu 

bentuk perlindungan yang menciptakan kepastian hukum dan ingin mempermudah 

penyelesaian apabila terjadi pelanggaran, seperti pada saat digunakannya 

penggunaan software, berbeda dengan Hak Cipta yang perlindungan hukumnya 

tidak dibuktikan dengan pendaftaran ataupun sertifikat pendaftaran. 

         Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanyalah 

menatur mengenai pokok persoalan tentang Hak Cipta pada Undang-Undang 

sebelumnya. Adapun daftar ciptaan yang di lindungi oleh Undang-Undang Cipta 

kerja yaitu. 
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 Hak ekonomi atas ciptaan. Perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup 

pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun hingga penciptan 

meninggal dunia, terhitung mulai tanggal sekian tahun yang berlaku. 

 Pasal 113 Ayat (1) setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 

huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 tahun dan atau pidana dendan paling banyak Rp 100.000.000 

(seratus juta rupiah) 

 Pasal 114 setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam sengaja 

bentuknya yang denda paling banyak Rp 4.000.000.000.00 (empat miliyar 

rupiah) 

   Dalam hal ini ada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan 

hukum terhadap program computer atau software, hanya saja perlindungan untuk 

para pembuat atau pencipta software tersebut masih memberikan pengaturan yang 

belum maksimal sehinga saat ini masih banyak tindakan pembajakan terhadap 

suatau program computer atau software. 

   Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta oleh Negara terhadap 

suatu karya hasil ciptaannya adalah yaitu dengan terus memberikan perbaharuan 

peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta. Undang-Undang membantu 

adanya perlindungan atas penciptanya dengan memberikan hak ekslusif yang 

dimiliki oleh pencipta. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perlindungan 

hukum preventif di atur berdasarkan pasal 5 dan 7 yang mengatur tentang hak 

moral dan pasal 8 sampai pada pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi pencipta 

tersebut atas suatu karya yang dimiliki. 

Hak moral yaitu suatu hak pencipta karya berhak ciptan yang secara umum 

diakui oleh hukum dan peraturan perundang-undang, hak moral ini sangat melekat 

pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan namun dapat beralih ketika nantinya 
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pencipta tersebut sudah meninggal dengan menyerahan secara wasiat atau karna 

disebabkan hal yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pada pasal 8 menjelaskan bahwa hak suatu ekonomi adalah hak eksklusif 

pencipta ataupun pemegang hak pencipta tersebut, siapapun yang menggunakan 

hak ekonominya atas suatu ciptaan yang dimilikinya harus mendapatkan izin dari 

pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sangat dilarang melakukan tindakan 

pembajakan tanpa seizin penciptanyan atau pemengang ciptanya. 

   Dalam hal ini Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan benda sebagai segala 

sesuatu yang menjadi objek Hak Milik, Yang dapat yang dapat berupa barang atau 

hak, seperti Hak Cipta atau paten, yang merupakan contoh objek Hak Milik. 

Kepemilikan menjamin pemiliknya untuk menikmati secara bebas hak miliknya 

dalam kerangka hukum perdata. Dapat dikatakan bahwa Hak Cipta adalah bagian 

dari benda. Oleh karena itu Hak Cipta dalam rumusan ini dijadikan sebagai objek 

Hak Milik.82 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 16 Ayat 

(2) pengakuan yang demikian berlaku juga dengan Hak Cipta khususnya 

pada Program Komputer menjelaskan pencipta atau pemegang Hak dapat 

mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian haknya tersebut kepada orang 

lain dengan jalan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau 

sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.83 

  Hal ini menunjukkan bahwa Program Komputer dilindungi oleh Hak Cipta, 

yang berarti bahwa aturan kepemilikan mengatur bagaimana hak tersebut 

digunakan dan dialihkan.  Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang ini 

sesuai dengan sifat dari hak-hak tersebut. 

                                                             
82I Ketut Markeling, 2016. Bahan Kuliah Hukum Perdata. Denpasar: Fakultas Hukum 

Univesitas Udayana. Hal 5.  
83Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 16 

Ayat (2)  
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  Tujuan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Hak 

Cipta Program Komputer adalah memberikan perlindungan untuk mendorong 

aktivitas dan kreativitas, sehingga menginspirasi pencipta untuk menghasilkan 

karya cipta dengan semangat dan motivasi. Mereka yang melanggar Hak Cipta 

dengan cara melawan hukum menghadapi hukuman sanksi pidana  untuk menjamin 

perlindungan hak-hak tersebut. 

  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur 

ketentuan pidana mengenai pelanggaran Hak Cipta, khususnya delik aduan, di 

mana pihak yang dirugikan pencipta atau penerima ciptaan yang hak ciptanya 

diakui Hak Cipta. 

   Pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan berdasarkan Undang-

Undang Hak Cipta sebelumnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982), sehingga 

dilakukan perubahan yang menyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta merupakan 

delik biasa (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002)84, namun dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta 

adalah delik aduan murni yang mengandung arti bahwa setiap orang tidak dapat 

melaporkan pelanggaran Hak Cipta orang lain karena dianggap tidak mempunyai 

kepentingan terhadap Hak Cipta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa 

“perbuatan pidana dalam pengertian Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.85 

                                                             
84Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta  
85Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
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  Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia ditandai dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hadirnya Undang-

Undang Hak Cipta diharapkan dapat memantu secara sifnifikan dalam penyelidikan 

pelanggaran Hak Cipta. Keinginan para pencipta untuk dapat menikmati hak 

sepenuhnya guna untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk sosial, 

diharap dapat terwujud dengan berlakunya peraturan ini. 

   Namun, kurangnya kesadaraan akan hal tersebut membuat keadaan Hak 

Cipta di Indonesia sangat memprihatinkan. Pembajakan merupakan salah satu 

contoh nyata pelanggaran Hak Cipta di depan mata kita, yang maish sering 

dilakukan oleh masyarakat dengan dalih ketidaktahuan. Belum lagi tindakan 

pengguna yang tidak bertanggung jawab atas karya cipta seperti restoran, radio, 

cafe, atau tidak membayar royalti kepada pencipta.  

   Tentu saja hal ini bertentangan dengan kepentingan pencipta ketika 

berusaha menegakkan Hak Cipta dan dapat merugikan pencipta sebagai alat untuk 

mendapatkan sebagai nilai ekonomi. melakukan tindak pidana tersebut dirampas 

oleh negara untuk dimusnahkan86 

   Berdasarkan uraian di atas, program komputer atau software memiliki nilai 

yang tinggi dalam hal ini, sehingga menjadikan program tersebut sangat berharga. 

Di sisi lainya wajar jika pencipta tersebut kemudian ingin mendapatkan keuntungan 

dari nilai ekonomi yang dimilikinya. Perlindungan hukum sangatlah penting bagi 

pencipta perangkat komputer dalam hal ini software berdasarkan Undang-Undang 

Hak Cipta guna memberikan perlindungan khusus pada pencipta program software 

                                                             
86Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta BAB XIII 
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tersebut untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta program software dari oknum 

yang tidak bertanggung jawab. 

a. Mekanisme dan tata cara perlindungan hukum terhadap program 

komputer software 

1. Pendaftaran Hak Cipta Program Komputer Software 

Dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta memberian ketentuan 

yaitu mewajibkan pendaftaran yang memenuhi kriteria persyaratan 

Undang-Undang Dalam memenuhi pengakuan dan pembenaran atas 

Hak Cipta yang di buktikan dengan lampiran sertifikat pendaftaran, 

sehingga merupakan bentuk dari perlindungan hukum Dallam hal ini 

pemengan Hak Cipta.  

2. Masa Berakhir Perlindung  

Setiap Hak Cipta ditentukan masa berakhir perlindungan. Dalam hal 

iniUndang-UndangHakCipta Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 59 

ayat (1) disebutkan Hak Cipta atas Ciptaannya. 

   Dengan dikeluarkannya aturan hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2014 Tentang Hak Cipta tentang cara perlindungan program  software komputer, 

berbagai bentuk pembajakan dan sanksi bagi oknum  pelaku pembajakan program 

software komputer , dan aturan lain yang mengatur dan melindungi program 

software, maka pemerintah dalam hal ini menerbitkan peraturan perundang-

undangan yang memberikan perlindungan hukum.  

   Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa “Program computer adalah seperangkat 

instrusi yang diekspresian dalam bentu bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk 

apapun yang diajukan agar computer bekerja melakukan fungsi tertentu atauuntuk 

mencapai hasil tertentu” 

   Program software merupakan salah satu perangkat yang dilindungi oleh 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menjelaskan bahwa 

program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Pada Pasal 

40 ayat (1) huruf s, menjelaskan bahwa program komputer adalah salah satu ciptaan 
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yang dilindungi. Dalam hal perlindungan hukum terhadap program software juga 

lahir secara otomatis ketika program diciptakan. 

   Bentuk perlindungan hukum merupakan suatu yang diberikan kepada 

pemegang Hak Cipta untuk memastikan  ciptaannya tidak terjadi kerugian ataupun 

perkara terhadap ciptaanya, perlindungan hukum bagi mereka yang 

menyalahgunakan Hak Cipta atau melakukannnya tanpa izin pencipta. 

   Apabila penggunaan hasil ciptaan oleh masyarakat dilakukan secara 

sewenang-wenang, maka sangat tidak adil bagi pencipta, namun demikian 

penggunaan yang tidak terbatas dari pencipta juga menimbulkan ketidakadilan 

masyarakat.   

   Program komputer atau software karya Hak Cipta perlu dilindungi secara 

hukum agar terhindar dari pelanggaran, perlindungan Hak Cipta ini di atur 

berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Maka setiap individu 

yang menggunakan ciptaan orang lain yang telah di daftarkan ciptaanya secara 

hukum tidak sah dan itu termasuk pelanggaran.   

   Pada dasarnya pemerintah indonesia senantiasa menghadapi dan berupaya 

memberikan perlindungan kepada pemegang Hak Cipta dengan membahas 

perubahan peraturan perundang-undangan agar dapat mengikuti perkembangan 

zaman. Dengan demikian, perlindungan Hak Cipta yang dimaksud adalah upaya 

menumbuhkan semangat dan mewujudkan gairah pencipta di bidang ilmu 

pengetahuan dan sastra.  

Menurut pendapat penulis, perlindungan hukum adalah pengaturan segala 

hubungan hukum dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan 

kepentingan antara lain pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Selain itu, 



73 
 

 
 

hubungan hukum antar pelaku hukum memberikan kepastian hukum, memastikan 

bahwa masing-masing pihak mendapat keadilan. Semua ini menunjukan bahwa 

masyarakat tercermin dalam hukum.  
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4.2.1 Mendaftarkan Hak Cipta 

 Pendaftaran merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang 

menciptakan kepastian hukum. Pencipta atau pemegang Hak Cipta akan 

memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila suatu ciptaan didaftarkan. 

Selama pencipta atau pemegang hak dapat menunjukkan bahwa mereka adalah 

pencipta asli, ciptaan yang tidak didaftarkan tetap dilindungi.  

Perbedaan yang di anggap sangat signifikan antara Auteurswet dan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah dalam hal pendaftaran Hak Cipta. Syarat 

pendaftaran Hak Cipta ini tidak ada dalam Auteurswet 1912. Kollewiji mengatakan 

bahwa ada 2 macam sistem pendaftaran atau stelsel pendaftaran yaitu stelsel 

konstitutif dan stelsel deklaratif.87 

1. Stelsel konstitutif bahwa pendaftaran tersebut sudah mempunyai kekuatan 

hukum, maka sistem konstitutif memberikan hak atas ciptaan baru. 

2. Stelsel deklaratif bahwa pendaftaran tidak menerbitkan hak, melainkan 

hanya menegaskan atau mengandaikan bahwa seseorang yang ciptaannya 

terdapat secara sah memiliki hak atas ciptaan tersebut. 

                                                             
87Widyo Promono, 1997. Tindak Pidana Hak Cipta. Sinar Grafika. Jakarta, hal72 
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          Sumber: Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Gorontalo 

 

Peningkatan terhadap permohonan pembuatan Hak Cipta di Provinsi 

Gorontalo di setiap tahun meningkat, oleh karna itu perlunya ada pegawasan 

terhadap bentuk dari pembajakan terhadap karya orang lain. 

Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pendaftaran 

ciptaan berlangsung secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran diterima 

tanpa peninjauan kembali hak yang berlebihan, kecuali telah terjadi pelanggaran 

Hak Cipta.  

Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memberikan 

penjelasan secara umum bahwa tujuan pendaftaran Hak Cipta program komputer 

atau software untuk mempermudah pembuktian sengketa tentang Hak Cipta 

software. Pendaftaran ini pada dasarnya tidak dapat disesuaikan, karena tanpa 

pendaftaran Hak Cipta software dilindungi. 

 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Depertemen Hukum dan 

Perundang-Undangan (Depertemen Kehakiman) terutama memfasilitasi 

penyusunan Undang-Undang Hak Cipta tentang pendaftaran ciptaan. Status dan 

fungsi pendaftaran ciptaan program komputer software pada dasarnya adalah 
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catatan informasi yang berarti digunakan sebagai bukti asli kepemilikan tersebut. 

Pendaftaran dapat mempermudah proses peralihan hak dan memberikan kepastian 

hukum itulah yang menjadikan sangat penting bagi mereka yang mendaftarkan Hak 

Ciptanya88 

Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 16 Tahun 2002 pasal 37 

Ayat (2) secara umum menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak dapat 

mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal untuk pendaftaran 

suatu program komputer. surat permohonan ditulis dalam bahasa indonesia dan 

harus menyertakan contoh ciptaan maupun penggantinya.  

Aplikasi e-Hak Cipta dapat digunakan untuk mendaftarkan Hak Cipta 

secara online, langkah-langkah untuk melakukannya adalah sebagai berikut:  

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id  

2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password 

3. Login menggunakan username yang telah diberikan 

4. Mengunggah dokumen persyaratan 

 Tata Hak Cipta atau identitas pencipta dan/atau pemegangHak Cipta 

 Formulir permohonan pencatatan Hak Cipta 

 Surat pernyataan yang mencantumkan semua nama pencipta 

 Surat pengalihan hak, jika pencipta dan pemegangHak Cipta 

merupakan pihak yang berbeda, serta melampirkan surat pernyataan 

bandan atas nama pemegangHak Cipta 

 Contoh ciptaan, dalam karya sinomatografi berupa rekaman atau 

video dalam format mp4, naskah (synopsis screenshot) 

 Surat kuasa (apabila melalui kuasa) 

 Akta perusahaan (untuk badan hukum) 

 Dokumen terkait lainnya 

5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran 

6. Menunggu proses pengecekan 

7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui 

8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon89 

                                                             
88Andi Hamza, 1992. Undang-Undang Hak Cipta Yang Telah Diperbarui. Sinar Grafika: 

Jakarta,Hal.60 
89Wawancara bersama Ibu Rut Swarny Sartama, Analis Hukum. Kantor Wilayah Kementrian 

Hukum dan Ham Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 2022. Pukul 11:33 
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Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut ini bermaksud untuk 

mempermudah proses pendaftaran sedemikian rupa agar supaya tidak dapat 

ditemukan penafsiran lain yang harus sama dengan pemohon supaya bisa 

memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan dan 

mendapatkan perlindungan hukum jika sudah selesai memperoleh syarat yang 

sudah ditetapkan ataupun sesuai dengan prosedurnya oleh peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia. 

Berbeda dengan paten dan merek yang harus dan wajib di undang-

undangkan untuk di daftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, Hak Cipta 

tidak seharusnya demikian. Hak Cipta dapat di daftarkan dan tidak di daftarkan, 

meskipun ciptaan yang tidak di daftarkanpun mendapatkan perlindungan hukum. 

Melalui Direktorat Jenderal, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan 

kepada menteri kehakiman republik indonesia dengan surat rangkap dua yang 

ditulis dalam bahas indonesia disertai:  

a. Biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri kehakiman  

b. Contoh ciptaan atau penggantinya  

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diberikan untuk satu 

ciptaanya. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan diajukan lebih dari satu 

nama dan/atau badan hukum, nama lengkap pemohon termasuk alamatnya harus 

dicantumkan, dengan menyertakan kutipan resmi dari badan hukum. Selain itu, 

menurut pasal 39, daftar umum ciptaan meliputi antara lain, nama pencipta, dan 
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nama pemegang Hak Cipta, tanggal diterimanya surat permohonan, tanggal lengkap 

persyaratan, dan nomor pendaftaran ciptaan.90 

Metode pendaftaran ada dua macam, yaitu “konstitutif dan deklaratif” kata 

Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono yang pertama, berarti bahwa 

pendaftaran itu sudah mempunyai kekuatan, sehingga memberikan hak atas ciptaan 

baru. Kedua, pendaftaran tidak memberikan keistimewaan, tetapi hanya 

memberikan tuntutan atau keraguan berdasarkan Undang-Undang bahwa yang 

didaftarkan Hak Ciptanya adalah benar-benar orang yang sah sebagai pencipta dari 

hak yang didaftarkannya91 

Oleh karena itu, penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya 

pendaftaran Hak Cipta ini menjadikan pemilik Hak Cipta memiiki kekuatan hukum 

melalui pendaftaran tersebut lahirlah pengakuan secara de jure antara hak dan 

bendanya. Namun patut diperhatikan, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan 

untuk terbitnya Hak Cipta tersebut. Ini lah konsekuensi logis dari sistem 

pendaftaran deklaratif. 

Ketentuan pendaftaran Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 35 sampai dengan 

pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002.  

Dalam pendaftaran umum ciptaan antara lainya yaitu; 

a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta 

b. Tanggal penerimaan surat permohonan  

c. Tanggal lengkapnya persyaratan; dan 

d. Nomor pendaftaran ciptaan 

Menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, diperlukan 

permohonan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta agar suatu ciptaan dapat 

didaftarkan ke dalam daftar umum. Dalam permohon tersebut diajuan dua rangkap 

                                                             

 90Andi Hamza, Op.Cit.,  hal 21  
91Syahrial Institut Seni Indonesia (ISI) 2014, Surakarta.Volume 13 No. 1 
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yang ditulisa dalam bahas Indonesia dan disertakan contonya dan ciptaan 

dilampirkan, namun ketika ciptaan tersebut tidak memungkinkan maka akan 

digantikan dengan miniature atau fotonya.92 

Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta 2002 menentukan bahwa, jika suatu 

permohonan diajukan oleh lebih dari satu orang atau suatu badan hukum yang 

mempunyai kepentingan bersama dalam suatu ciptaan, maka pada saat itu 

permohonan harus disertai dengan salinan resmi atau surat pernyataan tertulis. 

Apabila Pendaftaran diterima oleh Kantor Direktorat Hak Cipta, maka 

Pendaftaran, Direktorat Jenderal mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita 

resmi ciptaan. Dalam hal terjadi pemindahan pendaftaran Hak Cipta, menurut pasal 

41 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 meliputi:  

1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang tercantum dalam pasal 

39 terdaftar dengan satu nomor, hanya diperblehkan jika hak atas semua 

ciptaan yang terdaftar dialihkan kepada penerima hak.  

2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas 

permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak 

dengan dikenai biaya.  

3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi 

Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 

1. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan per permohonan Rp 300.000,00 

                                                             
92Gatot Supramono, 2010. Hak Cipta Dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 16 
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2. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer per 

permohonan Rp 500.000,00  

3. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang 

terdaftar dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar Rp 150.000,00  

4. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar 

dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar Rp 100.000,00  

5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum 

ciptaan per nomor daftar Rp 100.000,00  

6. Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta per nomor daftar Rp. 

100.000,00  

7. Catatan lisensi Hak Cipta per nomor daftar Rp 100.000,0093 

Pendaftaran Hak Cipta tidak perlu didaftarkan karena pendaftaran Hak 

Cipta tidak hanya mendapatkan pengakuan dan pemerintah dan perlindungan tetapi 

juga merupakan pembuktian bila dalam hal terjadi sengketa Hak Cipta maka 

pendaftar pertama dianggap sebagai pemegang Hak Cipta tersebut. Pembuktian 

kebenaran harus dilakukan di depan pengadilan negeri, bukan didepan pejabat 

pendaftaran.   

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak termasuk pengesahan 

isi, anti, atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Pejabat yang bertanggung jawab 

untuk melakukan pendaftaran tidak bertanggung jawab atas isi, anti atau bentuk 

ciptaan yang didaftarkan. 

Menurut pendapat penulis, Peran pendaftaran memiliki pengaruh yang begitu 

penting dalam pelaksanaan Hak Cipta agar memilik perlindungan khusus yang 

memberikan jaminan terhadap si pencipta, inilah bentuk perlindungan di dalam Hak 

Cipta yaitu dengan mendaftarkan Hak ciptanya. Pendaftaran Hak Cipta adalah 

kewajiban, oleh karena itu tidak adanya suatau pendaftaran pun Hak Cipta pasti 

dilindungan akan tetapi demi perlindungan khusus nya Hak Cipta harus didaftarkan  

4.2.2. Penerapan Sanksi 

                                                             
93Hariyani, Op.Cit., hal 70. 
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a. Penerapan Sanksi Pidana 

   Penegak hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta merupakan hal yang 

begitu penting terhadap mengingat perkembangan serta perlindungan hukum 

terhadap Hak Cipta bagi  pencipta masih di anggap kurang efekktif. Maka itu, 

dilakukannya upaya hukum sedemikian mungkin, serta penerapan sanksi hukum 

terhadap pelanggran Hak Cipta. Hal ini dibuktikan sangatlah mudah dilakukan oleh 

si pelaku pembajakan perangkat software. Dalam hal ini prosedur dalam penegakan 

hukumanya memiliki persamaan diberbagai suatu Negara pada umumnya yang 

mencangkup prosedur hukum perdata, pidana dan Admistrasi.94 

   Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengatur perlindungan 

hukum Hak Cipta secara represif, yang berbunyi sebagai berikut:  

 Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat kita lakukan melalaui 

alternative penyelesainyan sengketa, arbitrase, atau pengadilan 

 Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimasud dalam Ayat (1) 

adalah pengadilan niaga 

 Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud 

Ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesainya sengketa Hak Cipta 

 Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait dalam pembajakan, 

sepanjang para pihak yang bersengketa diketahuhi keberadaanya 

dan/atau berada di wilayah Negara kesatuan republic Indonesia harus 

terlebih dahulu menyelesaikan sengeta melalui mediasi sebelum 

melakukan tuntutan pidana. 

 

   Ketentuan pidana pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengatur bahwa negara harus dapat 

menjatuhkan hukuman mewajibkan Negara-negara untuk bisa memberi sanksi 

hukum tegas terhadap pelaku kejahatan Hak Cipta di dalam sistem hukumnya. Di 

Indonesia hak ini kemudian dituangkan pada Undang-Undang lama Nomor 19 

                                                             
94Hasbi Paserangi, 2011. Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di 

Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Hasanudin Makasar. Hal 45 
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Tahun 2002 Pasal 72 Ayat (1) Tentang Hak Cipta. Sementara dalam Undang-

Undang baru Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 Ayat (4) ketentuan pidananya.  

  Pada dasarnya, ada dua bentuk utama pelanggaran Hak Cipta. Pertama, 

tanpa izin mengumumkan, memperbanyak, atau memberian izin dengan sengaja. 

Kedua, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum 

suatu ciptaan atau benda yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pembajakan merupakan 

salah satu pelanggaran yang terjadi serta memberbanyak melalui media internet 

dengan cara mengambil software maupun pembajakan software tersebut. 

   Untuk memperoleh antara lain isi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 dan Pasal 113 Undang-Undang  Nomor 28 tahun 2014 adalah sebagai 

berikut:  

   Ketentuan pidana Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang 

Hak Cipta: 

(5) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) 

dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 

1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 1 (satu) juta rupiah, atau 

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah). 

(6) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang 

hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus 

juta rupiah). 

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak 

penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) 

(8) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(9) Barangsiapa melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau 
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denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah). 

(10) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau 

Pasal 55 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 2 (dua) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh 

juta). 

(11) Barangsiapa denga sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). 

(12) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 

dipidana dengan pidana enajar paling lama 2 (dua) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah). 

(13) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah). 

   Perlindungan hukum Hak Cipta umumnya diberikan kepada pemegang Hak 

Cipta baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Untuk pelanggaran 

pemalsuan yang serius, biasanya dikenakan dengan hukum pidana. Tetapi hukuman 

tersebut menjadi semakin umum dalam kasus lain. Secara umum, pelanggaran Hak 

Cipta diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama 

tujuh tahun, serta denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima 

miliar rupiah, untuk barang atau ciptaan yang merupakan hasil kejahatan Hak 

Cipta. 

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk 

penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (ayat) 1 huruf c, huruf d, 

huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana dengan paling 

banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf 
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g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling 

lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 

1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada 

Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp.4000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

   Adanya kejahatan Hak Cipta seperti pembajakan dapat dihindari atau paling 

tidak dikurangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta khususnya Pasal 113 Ayat 4. Karena pelaku diancam dengan hukuman 

yang cukup berat dalam pasal tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

tersebut adalah: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).95 

   Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan: “Di 

pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-

banyaknya sembilan ratus rupiah: 

1) Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, 

menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat 

untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, membawa, 

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya 

atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; 

2) Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang 

diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh 

karena kejahatan. 

 

   Dari pasal tersebut jelas, bahwa pembeli, penyewa, pelaku penukaran, 

penerima gadai dan hadiah serta penyimpan barang yang diperoleh sebagai hasil 

kejahatan sekalipun dapat di hukum. Kuncinya ada pada kalimat “sesuatu barang 

                                                             
95Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta BAB XVII 

Ketentuan Pidana   
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yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena 

kejahatan”96 

   Selama pemidanaan bagi pelaku kejahatan Hak Cipta dapat dijatuhkan 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang lama tepatnya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002, maka dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta 

yang baru, pidana bagi pelaku pembajakan Hak Cipta dapat lebih diperberat. 

Filosofi hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi kepentingan umum 

sangat relevan dengan meningkatnya ancaman pidana yang dihadapi pelaku 

pembajakan Hak Cipta. Dalam filosofi hukum pidana, sudah sepantasnya bagi 

mereka yang melakukan pembajakan karya cipta milik orang lain, dapat dikenakan 

sanksi sebagai ancaman. Perlindungan hukum Hak Cipta sebagai milik pribadi 

sangat penting bagi perkembangan kapitalisme serta ekonomi pasar bebas.  

  Menurut pendapat penulis, dalam praktek terkadang, sistem hukum pidana 

tidak mampu memberikan perlindungan. Karena fenomena ini, aturan hukum 

terkadang tidak dijadikan landasan untuk mempertahankan otoritas hukum dalam 

perangkat yang relevan yang dirancang untuk menegakkan hukum. Aturan hukum 

di sisi lain, bertumpu pada kewibaan penegak hukum ataupun pembentuk Undang-

Undang. Maka dari itu agar hukum dapat bekerja tentu membutuhkan dukungan 

dari aparat itu sendiri, terutama dalam hal pelanggaran Hak Cipta tersebut.  

b. Penerapan Sanksi Perdata  

  Akibat suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi ciptaan, dapat 

terjadi hukum perdata. Jika terjadi kerugian, pemegang Hak Cipta program 

                                                             
96R.Soesilo, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 480 BAB XXX. Politeia Bogor. 

Hal 314 



86 
 

 
 

software harus mengambil perlindungan hukum, dan pemegang Hak Cipta dapat 

mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian tersebut. Gugatan tersebut tercatat 

dalam pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Cipta berdasarkan dengan penjelasan 

pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan. 

1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah: a. 

Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat 

Jendral, atau b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau 

diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. 

2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan 

tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang 

berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. 

   Undang-Undang Hak Cipta Pasal 56 memberikan hak kepada pemilik hak 

untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran yang 

dilakukan, serta kewenangan untuk menyita ciptaan yang diterbitkan atau benda 

yang dihasilkan dari perbajakaan ciptaannya. 

   Dalam hal ini pemilik Hak Cipta program software tersebut tidak hanya 

mencari kompensasi finansial atas pelanggaran suatu hasil ciptaan, tetapi dapat 

meminta surat keputusan sementara yang berlaku segala dan efetif untuk: 

a) Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta Program Komputer,  

b) Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta khususnya 

Program Komputer atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadi 

penghilangan barang bukti,  

c) Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti 

yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta 

khususnya Program Komputer atau Hak Terkait, dan Hak Pemohon tersebut 

memang sedang dilanggar (Pasal 67 UUHC). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyitaan jaminan dengan pengadilan 

untuk mencegah hilangnya bukti sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi 

berdasarkan kaidah perkara biasa.  

   Pentingnya memperhatikan masalah ini, khusunya fakta bahwa pemegang 

Hak Cipta yang telah dirugikan oleh pelanggaran memiliki hak untuk mengajukan 
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gugatan perdata tanpa membahayakan hak negara untuk mengajukan tuntutan 

pidana. 

d. Penerapan Sanksi Administrasi 

   Penegakan hukum (Law Enforcement) merupakan kegiatan penyelarasan 

hubungan antar nilai yang dijabarkan dalam kaidah dan sikap yang kokoh untuk 

membangun memelihara keharmonisan dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup97 

   Hukum administrasi merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan 

terhadap pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan. Jenis sanksi 

administrasi berupa uang paksa, penutupan tempat usaha, pembekuan hingga 

pencabutan izin atau penghentian sementara pelayanan administrasi. Sanksi 

administrasi ditujukan kepada perbuatan.98 

   Penegakan hukum administrasi dalam penelitian ini mengacu pada 

pemblokiran atau penutupan konten yang melanggar Hak Cipta pada sistem 

elektronik yang digunakan untuk tujuan komersial untuk mencegah akses ke 

layanan sistem elektronik.  

   Dalam hal ini mengingat bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, 

dan karena pembajak melakukan ini untuk menghindari pembayaran pajak dan 

royalti kepada pencipta, pencipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap 

orang yang telah melakukan pembajakan. Mengingat jumlah pembayaran royalti 

yang lumayan kecil dan juga sangat merugikan pencipta itu sendiri dan pemerintah 

juga sangat dirugikan karena dan lolosnya pajak yang harus dibayar oleh pembajak 

                                                             
97Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: 

Rajawali Pers. Hal. 5  
98Nina Herlina, 2019. Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen. 

Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 7, No. 2. Hal 5.  
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dan buku tersebut. Oleh karena itu, banyak orang melakukan pembajakan selain 

teknologi yang mendukung dan juga banyaknya permintaan atas buku dan juga 

biaya yang murah serta waktu yang relatif lebih cepat. Sikap tidak menghargai 

karya orang lain, bahkan yang melakukan pembajakan Hak Cipta, menjadi akar 

penyebab munculnya kejahatan Hak Cipta dalam berbagai manifestasinya. Akan 

cuku sering memanfaatkan manifestasi yang dianggap dan dilindungi berdasarkan 

Undang-Undang Hak Cipta semata-mata untuk tujuan kepentingan komersial atau 

mencari keuntungan belaka. 

   Hak Cipta juga dilanggar ketika memenuhi unsur atau sebagian dari 

subtasinya dari suatu ciptaanya yang dilindungi oleh hak ciptanya yang 

diperbanyak, oleh karena itu pengadian menyampaikan ketentuan apakah sesuatu 

program tersebut untuk menentukkan apakah ini menjadi bagian dari pelanggaran 

atau sebaiknya. 

   Dalam hal ini perlu kita ketahui dalam memerlukan pengetahuan tentang  

sumber daya hukum terkait Hak Cipta, khususnya pelanggaran Hak Cipta dan 

pembajakan.   

1. Mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran terhadap pembajakan Hak 

Cipta seperti di jelasan berdasarkan Undang-Undang Hak 

Cipta.kesalahan ini termasuk sebagai delik biasa, dan itu berarti bahwa 

siklus pemeriksaan dapat diselesaikan dengan segera tanpa harus 

menunggu laporan atau keluhan dari pemegang Hak Cipta. Perbuatan 

tersebut dipidana sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Hak 

Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat 3, yang artinya barangsiapa 

dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk 
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kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman pidananya lebih 

ditekankan pada pidana denda dibanding pidana badan. Dengan alasan 

pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi 

rehabilitasi kerugian korban. 

2. Upaya hukum perdata antara lain menggugat ganti rugi di pengadilan 

niaga atasa pelanggaran Hak Cipta dan meminta penyitaan terhadap 

benda sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 

Pasal 56, upaya hukum ini jarang digunakan di Indonesia karena lebi 

memilih upaya hukum pidana. pengadilan niaga memiliki mekanisme 

penetapan sementara untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Setiap pihak 

yang memiliki alasan untuk meyakini bahwa Hak Kekayaan Intelektual 

telah dilanggar dapat mengajukan kepada hakim untuk melarang 

peredaran dan penjualan produk tersebut. Tentu saja pelapor perlu 

memiliki pembenaran yang cukup untuk dugaan pelanggaran. Karena 

tidak diketahui sebelumnya, ini merupakan perkembangan baru dalam 

sistem hukum indonesia.  

3. Penyelesaian sengketa melalui lembaga non peradilan seperti  arbritase 

atau alternatif penyelesaian sengketa. Sifat pengaturan ini lebih bersifat 

himbauan. Dalam hal ini untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak 

yang bermasalah, diperlukan seorang arbiter yang bisa ditunjuk oleh 

kedua belah pihak. 
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   Pada kenyataanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

Pengadilan, Polisi, Kejaksaan, dan Bea Cukai di Indonesia masing-masing memiliki 

kewenangan dan yurisdiksi sendiri untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual.  

   Tetapi disisi lain, kewenangan lembaga tersebut terkendala oleh ruang 

lingkup dan tujuan lembaga tersebut di masing-masing yurisdiksi yang dimiliki dan 

dikelolanya. Misalnya, pelanggaran Hak Cipta serius atau pengesahan produk yang 

sulit atau masuknya barang-barang bajakan membutuhkan bantuan dan kerjasama 

yang cepat dan sesuai dari institusi yang terkait. Seperti, pada situasi masuknya 

melalui pelabuhan udara dan laut barang bajakan berupa CD, VCD, dan program 

komputer biasanya pertama kali ditangani oleh Bea Cukai.  

   Namun, untuk menganalisis pelanggaran dari segi teknis dan hukum, Bea 

Cukai harus meminta bantuan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelaktual dan 

pengadilan dengan pendapat ahli. Jika perlu, kasus tersebut harus dialihkan kepada 

kepolisian atau kantor Kejaksaan setelah barang yang selesai ditangani oleh bea 

cukai.99 Implementasi penerapan penegakan hukum Hak Cipta atas program 

komputer di Indonesia saat ini dinilai masih lemah yang dibuktikan dengan 

tingginya angka pembajakan software. 

   Penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia yang telah memiliki perangkat 

hukum yang memadai, khususnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 

2002 masih memerlukan beberapa upaya perbaikan. Seperti, kerjasama 

kelembagaan dalam perluasan jaringan Hak Kekayaan Intelektual yang harus 

dilaksanakan. Terutama dalam situasi dimana konsumen harus dilindungi dari  

                                                             
99Damian, Op.Cit., hal 264  
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salinan musik, film, buku, dan program komputer yang dibajak dari industri 

hiburan. 

   Tidak kalah pentingnya adalah mendidik masyarakat umum tentang Hak 

Cipta serta meningkatkan kesadaran di kalangan pelajar, masyarakat umum, dan 

aparat penegak hukum di semua tingkatan. Para pelaku Hak Cipta seperti penulis 

buku, pelukis, pencipta lagu dan program komputer, juga diberi pemahaman 

tentang Hak Cipta dan penyebarannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Program Komputer merupakan ciptaan yang dilindungi, berdasarkan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 pada pasal 40 huruf s dan Pasal 59 ayat (1) huruf e 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

2. Terkait dengan penggunaan karya komputer dijelaskan dalam Pasal 45ayat (1) 

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang 

RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan mengenai 

Pengaturan Sanksi terhadap Penggunaan Karya Program Komputer yang 

dilakukan secara komersial terdapat pada Pasal 112 Undang-undang No. 28 

Tahun 2014 berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 

mengenai hak ekonomi si Pencipta karya 

5.2 Saran 

1. Dalam hal ini, sebaiknya masyarakat lebih konsisten dan efektif dalam 

mempelajari lebih dalam tentang unsur-unsur atau landasan hukum Hak Cipta 

sehingga tidak ada pihak yang menyalahgunakan Hak Cipta orang lain.  

2. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk mengurangi angka pelanggaran, 

dan penting juga dilakukan upaya sosialisai terhadap masyarakat, yang 

mencangkup berbagai tindakan yang dapat dipahami oleh masyarakat. 

Diharapakan juga dari pihak Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya 
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pencegahan maupun pendeteksian terhadap penggunaan illegal karya computer.
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